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ABSTRAK
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Judul : Pengawasan Disperindagkop Terhadap Transaksi
Swalayan Di Kota Langsa Dalam Perspektif Konsep Al-
Hisbah

Tanggal Sidang :21 Juli 2022

Tebal Skripsi : 62 Halaman

Pembimbing | : Bukhari Ali, S.Ag., M.A.

Pembimbing Il : Riza Afrian Mustagim, M.H.

Kata Kunci : Pengawasan Disperindagkop, Transaksi swalayan, Al-
Hisbah

Penelitian ini mengkaji tentang pengawasan Disperindagkop terhadap transaksi
swalayan di Kota Langsa dalam perspektif konsep al-Hisbah, dengan
mengambil objek penelitian pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan
Koperasi Kota Langsa dan swalayan Kota Langsa. Tujuan dari penelitian ini,
yaitu untuk mengetahui bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan
Disperindagkop Kota Langsa terhadap rekayasa harga yang dilakukan oleh
manajemen swalayan, bagaimana dampak pengawasan rekayasa harga yang
dilakukan oleh Disperindagkop Kota Langsa terhadap konsumen dan manajer
swalayan, dan bagaimana perspektif konsep al-Hisbah terhadap pelaksanaan
tugas dan wewenang pengawasan yang dilakukan Disperindagkop Kota Langsa
terhadap rekayasa harga pada swalayan. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini, yaitu metode deskriptif analisis, dengan menggunakan tenik
wawancara, observasi dan dokumentasi dalam proses pengumpulan data. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan oleh
Disperindagkop Kota Langsa termasuk kedalam pengawasan preventif, karena
sebelum melakukan pengawasan Disperindagkop Kota Langsa membuat suatu
rancangan rencana kegiatan agar nantinya tidak terjadi penyimpangan-
penyimpangan pada saat pengawasan berlangsung. Bentuk pengawasannya
yaitu, melakukan kebijakan operasi pasar, yang meliputi pengawasan terhadap
penetapan harga dan pengelolaan swalayan. Pengawasan melalui operasi pasar
tersebut memberikan dampak positif bagi konsumen, yaitu dimana konsumen
lebih teliti lagi terkait adanya kecurangan dalam penetapan harga yang
dilakukan oleh pihak manejer swalayan dan bagi manejer swalayan yang tidak
mengikuti aturan sudah mulai mengikuti aturan yang ada serta harga menjadi
sesuai dengan yang tertera di label. Jika ditinjau dari al-Hisbah, bahwasanya
peraturan yang dibuat oleh Disperindagkop Kota Langsa telah sesuai dengan
konsep al-Hisbah dan Disperindagkop Kota Langsa juga melakukan
pengawasan secara maksimal dan menyeluruh terhadap transaksi swalayan.
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TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 — Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi
dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan

transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Nama Huruf NETS Huruf Nama Huruf Nama
Arab Latin Arab Latin
tidak | tidak Zen =
| Alif dilamba | dilambangk L ta’ t " g'
hokdn & titik di
g bawah)
zet
(-] Ba’ B Be L za z (_dfengz?m
titik di
bawah)
koma
S TR T Te & ‘ain ¢ terbalik
(di atas)
es (dengan
< | Sa S titik di ¢ | Gain G |Ge
atas)
z |Jm ] Je | Fa’ F Ef
ha (dengan
z |H h titik di Q| Qaf Q Ki
bawah)
z Kha’ Kh ka dan ha S| Kaf K Ka




3 |pal |D De J |Lam L | El
zet (dengan
J Zal Z titik di o Mim M Em
atas)
D R R Er J Nin N En
)| Zai z Zet 9 Wau W We
BN Sin S Es o Ha’ H Ha
- £ Hamza
o Syin Sy es dan ye s h ¢ Apostrof
es (dengan
u< | Sad S titik di S Ya’ Y Ye
bawah)
de (dengan
u= | Dad d titik di
bawah)
2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
a. Vokal tunggal
Vokal tnggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat,
transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
fathah A A
Kasrah | |
dammah U U]




b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama huruf Gabungan huruf Nama
(5 fathah dan ya’ Ai adani
L5 fathah dan wau Au adanu
Contoh:
S kataba
Jzd -fa‘ala
355 -zukira
Ay -yazhabu
J;‘i“ -su’ila
Cal  kaifa
Jds»  -haula
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan &R Huruf dan Nama
Huruf Tanda
SR fathah dan alif atau ya’ A a dan garis di atas
.. kasrah dan ya’ 1 i dan garis di atas
B dammah dan wau U u dan garis di atas
Contoh:

Xi




JG -qala
sR) -rama
J8 -gila
aﬁ-’ -yaqiilu

4. Ta’ marbiitah

Transliterasi untuk t@ 'marbiitah ada dua:
a. Ta’ marbitah hidup

ta’ marbitah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan
dammah, transliterasinya adalah ‘t’.
b. Ta’ marbitah mati
ta’'marbutah yang mati atau mendapat harakat yang sukun,

transliterasinya adalah ‘h’.

c. Kalau dengan kata yang terakhir adalah ta’'marbutah itu di
transliterasikan dengan ha (h).

Contoh:
JkaYiiasy) -raud ah al-agfal
L, ) -raud atul atfal
8555l 43l -al-Madinah al-Munawwarah
. -AL-Madinatul-Munawwarah
sl aipan

5. Syaddah (Tasydzd)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan degan
sebuah tanda, tanda Syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah
tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang

diberi tanda syaddabh itu.

Contoh:

Xii



L‘:’,) -rabbana
d)—! -nazzala
54 -al-birr
&l -al-haijj

o -nu’ ‘ima

6. Kata sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,

yaitu ( J! ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf

gamariyyabh.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama
dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah ditransliterasikan
sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik
diikuti huruf syamsiyyahi maupun huruf gamariyyah, kata sandang ditulis

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:
Jas -ar-rajulu
B -as-sayyidatu
Cwadl -asy-syamsu

ém\ -al-qalamu
axll al-badiu
JSA -al-jalalu

Xiii



7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof.
Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.
Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan
Arab berupa alif.

Contoh:
PR I
O b -ta’ khuziina
;jfd\ -an-nau’
L;:& -syai’'un
u‘ \ -inna
&l -umirtu
XKi -akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah.
Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan
maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain

yang mengikutinya.

Contoh:
Q&ﬂ)\y\i};}@ dl\\j\j -Wa inna Allah lahuwa khair ar-razigin
. ) -Wa innallaha lahuwa khairurrazigin
O aal) 51 30508 -Fa auf al-kaila wa al-mizan

-Fa auful-kaila wal- mizan

JUAT 2805 -Ibrahim al-Khal
-Ibrahimul Khalil

L L jaslal haa 4 pan -Bismillahi majraha wa mursah
il o oo A e ~Wa lillahi ‘ala an-ndsi hijju al-baiti

Xiv



)g_w all & Uail oy -Man istata ‘a ilahi sabila

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri dan permualaan kalimat. Bilamana nama diri
itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.
Contoh:

fbi»le\ VS ;j -Wa ma Muhammadun illa rasul
" i a5 =l u\ -Inna awwala baitin wud i ‘a linndsi
:\S e 4544 Lﬁﬁh -lallazi bibakkata mubarakkan
u\ )95\ a8 J )—1‘ Lsﬂ\ Olan ) e -Syahru Ramadan al-/azi unzila fih al-
Qur’anu
-Syahru Ramad anal-lazi unzila fihil
o, qur’anu
Crall ng‘i L SNl g lagad ra’ahu bil-ufug al-mubin
g . Wa laqad ra’ahu bil-ufuqil-mubmi
vl Gl 5 0 388 ihamdu lillahi rabbi al-Glamin
Alhamdu lillahi rabbil ‘alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital
tidak dipergunakan.

Contoh:

L‘-L)é &-'"35 A (e yial -Nasrun minallahi wa fathun garib
Gaes Ha¥l 4l -Lillahi al-amru jami ‘an
XV
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anle 9@—“ IS ﬁ“j -Wallaha bikulli syai‘in ‘alim

z \ar > b4

10. Tajwid
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan limu Tajwid.
Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman
tajwid.
Catatan:

Modifikasi
a. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa

transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkn nama-nama lainnya
ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Samad Ibn Sulaiman.

b. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti
Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrit; dan sebagainya.

c. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia tidak ditranslitersikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengawasan merupakan salah satu aktivitas atau fungsi manajemen
yang terkait dengan fungsi lainnya, seperti perencanaan, pengorganisasian,
kepemimpinan, penetapan dan pelaksanaan keputusan. Pengawasan
merupakan fungsi deviasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa
aktivitas ‘manajemen berjalan sesuai dengan tujuan yang direncanakan
dengan perfoma sebaik mungkin.' Tujuan utama dari pengawasan adalah
mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Untuk dapat
benar-benar merealisasi tujuan utama tersebut, maka pengawasan pada taraf
pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan intruksi yang
telah dikeluarkan, dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta
kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan
penemuan-penemuan tersebut maka dapat diambil suatu tindakan yang
digunakan untuk memperbaikinya, baik pada waktu itu ataupun waktu-
waktu yang akan datang.?

Dalam realitas perdagangan sering dijumpai adanya ketidaksesuaian
kebijakan pemerintah dengan apa yang terjadi di lapangan dan juga sering
terjadinya berbagai bentuk kecurangan-kecurangan dalam transaksi jual beli
yang menyebabkan kerugian pada salah satu pihak. Di samping itu sering
juga terjadinya penipuan dalam jual beli dan rekayasa harga yang dilakukan
secara sepihak oleh pemilik usaha terhadap konsumen. Hal ini juga
disebabkan karena rendahnya kesadaran dan pengetahuan yang dimiliki
oleh konsumen terhadap berbagai bentuk kecurangan yang dilakukan oleh

'Ahmad Ibrahim Abu Sinn, Manajemen Syari’ah Sebuah Kajian Histori dan
Kontemporer, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), him. 179.

2T. Hani Handoko, Manajemen Edisi 2, (Yogyakarta : BPFE, 2008), him. 342.
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pemilik usaha dalam transaksi jual beli, sehingga hal tersebut dapat
merugikan konsumen dan pemilik usaha dapat memperoleh keuntungan
yang sebesar-besarnya dengan berbagai cara bentuk penjualan yang ia
lakukan tanpa memperhatikan etika dan norma yang harus dipatuhi. Oleh
karena itu, Pengawasan perdagangan khususnya dalam hal transaksi ini
sangat diperlukan dalam sektor perdagangan kebutuhan barang pokok
karena akan berdampak langsung terhadap masyarakat. Dan di samping itu,
harga dalam ekonomi itu sendiri termasuk salah satu unsur bauran
pemasaran yang menghasilkan pendapatan. Besar kecilnya volume
penjualan serta laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan bergantung
kepada harga yang ditentukan oleh suatu perusahaan terhadap produknya.®
Pengaturan harga sepanjang ini masih tergantung pada pengaturan harga di
pasaran tanpa terdapat intervensi secara langsung oleh pemerintah. Apalagi
produsen sebagai supplier beberapa barang baku yang dijual di pasaran juga
tidak mempunyai wewenang guna mengendalikan harga di pasaran,
sehingga harga-harga yang terdapat cenderung dapat dimanfaatkan sampai
di rekayasa guna menarik konsumen sebanyak-banyaknya demi menaikkan
penghasilan.

Merujuk berdasarkan kejadian di lapangan dapat dilihat bahwa
adanya rekayasa harga dalam transaksi jual beli di swalayan Kota Langsa,
rekayasa harga tersebut dilakukan secara sepihak oleh pemilik usaha pada
saat konsumen membayarkan produk yang ia beli kepada kasir. Maksud
dari rekayasa tersebut, yaitu harga produk yang dijual tidak sesuai dengan
label harga yang dicantumkan pada masing-masing produk, disamping itu
juga harga yang ditawarkan jauh lebih rendah dari harga yang sebenarnya,
misalnya sebotol Indofood sambal pedas dahsyat yang dijual dengan harga
Rp 11,500,-, harga sebesar Rp 11,500,- tersebut merupakan harga yang

%Rozalinda, Ekonomi Islam dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi, (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2016), him. 154.



dicantumkan pada label harga produk tersebut, namun pada saat melakukan
pembayaran di kasir harga tersebut berubah menjadi Rp 12,500, dengan
begitu apabila dikalkulasikan dari setiap pembelian satu kemasan Indofood
sambal pedas dahsyat dengan harga Rp 11,500,- konsumen dirugikan
sebesar Rp 1,000,- karena adanya perbedaan harga yang di bayarkan.
Selaku konsumen pasti sedikit banyak cenderung dirugikan dengan
terdapatnya permasalahan tersebut dan apabila konsumen membeli produk
tersebut secara terus menerus di swalayan tersebut maka kerugian yang
dibebankan kepada konsumen sangat signifikan. Disamping itu, pemilik
usaha dapat mengaplikasikan hal tersebut untuk menaikkan keuntungan,
misalnya dalam satu hari terdapat 100 konsumen yang berbelanja satu
kemasan Indofood sambal pedas dahsyat dengan harga Rp 11,500, maka
keuntungan yang di dapat ialah sebesar Rp 100,000,- perharinya karena
keuntungan yang di dapat dari penjualan satu kemasan Indofood sambal
pedas dahsyat dengan harga Rp 11,500 vyaitu sebesar Rp 1,000,-. Hal
tersebut dapat memberikan keuntungan secara signifikan kepada pemilik
usaha dengan cara rekayasa harga secara sepihak. Sehingga perihal ini
dilakukan oleh pemilik usaha hanyalah sebagai media penarik konsumen
sebagai keadaan yang memanipulasi konsumen supaya lebih tertarik
membeli di swalayan tersebut karena adanya selisih harga.* Dari
keuntungan yang di dapat oleh pemilik usaha pasti memunculkan bermacam
persoalan bila diteliti secara mendalam dan jika dilihat dalam konteks etika
bisnis Islam perihal tersebut juga seakan tidak menjalankan salah satu
norma dari etika bisnis, yaitu norma kejujuran dan keterbukaan dalam
menjalankan penjualanan kepada konsumen.

Dalam realitasnya dilapangan sangat sulit ditemukan adanya pasar
yang berjalan dengan adil. Yang mana hal ini dinamakan dengan distorsi

*Hasil survey lapangan pada saat melakukan transaksi jual beli, pada tanggal 15
Februari 2022.



pasar, yaitu adanya sejumlah kecurangan dan perbuatan yang tidak adil dan
mendzalimi pihak lain yang mengganggu keseimbangan pasar.’ Pada garis
besarnya ekonomi Islam mengidentifikasi tiga bentuk distorsi pasar, yaitu
rekayasa penawaran dan rekayasa permintaan, tadlis (penipuan), serta tagrir
(kerancuan). Adanya rekayasa harga tersebut akan menyebabkan kerugian
kepada konsumen, sehingga perlu adanya intervensi dari pemerintah Kota
Langsa untuk mengatasi dan mengawasi permasalahan tersebut. Peran
pemerintah sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat,
yaitu dengan menjamin keseimbangan antara kepentingan pribadi dan
sosial, dengan memelihara keadilan yang benar dan mencegah kearah yang
berkuasa dan merugikan orang banyak.® Berdasarkan hal tersebut sesuai
amanat Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
urusan pemerintahan dibidang perdagangan Kabupaten atau Kota menjadi
tanggung jawab Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, sebagai
dinas terkait yang memiliki fungsi untuk mengawasi pasar dan memberi
kebijakan yang berkaitan dengan masalah perekonomian daerah.

Guna lebih menjamin berjalannya mekanisme pasar Ssecara
sempurna, kedudukan pemerintah sangat berarti. Rasulullah Saw juga sudah
melaksanakan fungsi sebagai market supervisor atau al-Hisbah, yang
setelah itu banyak dijadikan acuan untuk peran negara terhadap pasar. Al-
Hisbah inilah selaku lembaga pengawas dalam kegiatan perekonomian
khususnya dalam proses perdagangan.” Al-Hisbah secara terminologi
didefinisikan oleh al-Mawardi sebagai tindakan memerintah pada kebaikan
apabila kebaikan tersebut ditinggalkan secara jelas dan mencegah perbuatan

mungkar apabila perbuatan mungkar tersebut diperbuat secara jelas. Sejarah

®lka Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif
Maqashid al-Syari’ah, cet. 1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), him. 204.

®Umer Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi, (Jakarta: Gema Insani, 2000), him. 227.

'Romly, Al-Hisbah Al-Islamiyah: Sistem Pengawasan Pasar Dalam Islam,
(Yogyakarta: Deepublish, 2015), him. 26.



menunjukkan bahwa perwujudan institusi al-Hisbah berjalan seiring dengan
perkembangan agama Islam itu sendiri.® Hal ini dikarenakan Islam adalah
agama yang menganjurkan manusia untuk melaksanakan amar ma’ruf dan
menghindari kemunkaran yang bisa mengganggu masyarakat.’

Pada pemikiran ekonomi Islam kontemporer, eksistensi al-Hisbah
kerap kali dijadikan acuan untuk fungsi negara terhadap perekonomian,
khususnya dalam pasar. Sebagian ekonom berpendapat bahwa al-Hisbah
akan diperankan oleh negara secara umum melalui berbagai institusi. Jadi,
al-Hisbah melekat pada fungsi negara dalam pasar dan tidak perlu
membentuk lembaga khusus. Jadi, al-Hisbah disebut juga sebagai polisi
khusus ekonomi. Fungsi al-Hisbah akan melekat pada fungsi pemerintah
secara keseluruhan, dimana dalam teknis operasionalnya akan dijalankan
olen kementerian, departemen, dinas, atau lembaga lain yang terkait.
Berdasarkan hal tersebut Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
(Disperindagkop) merupakan salah satu lembaga al-Hisbah yang bergerak
dalam bidang pengawasan terhadap pengoperasian pasar/perdagangan.

Konsep pengawasan disini sangat tertuju kepada kemaslahatan
manusia secara duniawi dan ukhrawi yang tidak akan sempurna kecuali
dengan adanya perkumpulan dan sikap saling tolong-menolong, serta sikap
empati terhadap sesama. Dan juga sistem pengawasan tersebut akan
memberikan dampak terhadap kecurangan dalam penetapan harga serta
dapat memberikan penyelesaian terhadap kecurangan yang sedang terjadi,
karena pada kenyataannya tingkat harga dianggap sebagai indikasi terbesar
dalam meraup keuntungan. Oleh karena itu, rekayasa harga tersebut
dianggap sebagai masalah bagi konsumen karena dapat merugikan

konsumen secara signifikan dan sudah menjadi suatu keharusan pemerintah

®Havis Aravik, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer, (Depok: Kencana,
2017), him. 79.

°Qs. Ali-Imran (3): 104.



Kota langsa untuk dapat mengawasi bagaimana proses transaksi jual beli di
swalayan serta dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam hal ini
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Langsa memiliki
peran dan fungsi pokok dalam pengawasan pasar dan juga Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Langsa mempunyai
beberapa kesamaan fungsi dengan Lembaga al-Hisbah dalam sistem
ekonomi Islam pada masa lalu khususnya dalam bidang pengawasan pasar.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di
atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dan
menuangkan dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “Pengawasan
Disperindagkop Terhadap Transaksi Swalayan Di Kota Langsa Dalam
Perspektif Konsep Al-Hishah”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas,
maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:

1. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan Disperindagkop
Kota Langsa terhadap rekayasa harga yang dilakukan oleh
manajemen swalayan ?

2. Bagaimana dampak pengawasan rekayasa harga yang dilakukan oleh
Disperindagkop Kota Langsa terhadap konsumen dan manejer
swalayan ?

3. Bagaimana perspektif konsep al-Hisbah terhadap pelaksanaan tugas
dan wewenang pengawasan yang dilakukan Disperindagkop Kota

Langsa terhadap rekayasa harga pada swalayan ?



C. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah yang telah penulis paparkan di atas,
tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk pengawasan yang dilakukan
Disperindagkop Kota Langsa terhadap rekayasa harga yang
dilakukan oleh manajemen swalayan.

2. Untuk menjelaskan dampak pengawasan rekayasa harga yang
dilakukan oleh Disperindagkop Kota Langsa terhadap konsumen dan
manejer swalayan.

3. Untuk menganalisis perspektif konsep al-Hisbah terhadap
pelaksanaan tugas dan wewenang pengawasan yang dilakukan
Disperindagkop Kota Langsa terhadap rekayasa harga pada

swalayan.

D. Kajian Pustaka

Bersumber pada telaah yang penulis dapatkan, terhadap sebagian
karya ilmiah, jurnal serta buku yang berkaitan dengan pengawasan
Disperindagkop terhadap transaksi swalayan, agar tidak adanya
pengulangan, duplikasi ataupun plagiasi terhadap penelitian terdahulu,
maka penulis menentukan kajian pustaka. Dalam menentukan Kkajian
pustaka ini, penulis menemukan lima penelitian yang memiliki topik
pembahasan yang hampir sejenis dengan penelitian ini, yaitu:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Alvian Mushafy Abdullah
dengan mengangkat judul “Perbandingan Antara Fungsi Hisbah dan
Lembaga Pengawasan Perckonomian Modern”. Dalam skripsinya, Alvian
memeparkan bahwa ditemukan perbedaan antara kedua lembaga yang
mencolok ini, antara lain pada fungsi yang dimiliki oleh kedua lembaga

tersebut, karena Hisbah belum terlalu spesifik tidak seperti lembaga



pengawasan perekonomian sekarang yang sudah dibagi-bagi berdasarkan
spesifikasi masing-masing. Namun juga terdapat persamaan yang teletak
pada tugas utama yang dipunyai oleh keduanya yaitu mengawasi khususnya
dalam sektor ekonomi dari 3 aspek, yaitu produksi, distribusi dan
konsumsi.’® Perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti terletak pada
fokus penelitian, yang mana pada penelitian di atas membahas tentang
Perbandingan Antara Fungsi Hisbah dan Lembaga Pengawasan
Perekonomian Modern, sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas
mengenai Pengawasan Disperindagkop Terhadap Transaksi Swalayan Kota
Langsa dalam Perspektif Konsep Al-Hisbah.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Oly Fia Sela dengan
mengangkat judul “Pengawasan Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok
Masyarakat Oleh Dinas Perdagangan dan Usaha Mikro Kabupaten
Ponorogo Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Dalam penelitian ini yang
menjadi permasalahan adalah pengawasan Dinas Perdagangan Koperasi dan
Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo untuk menjaga stabilitas harga dalam
perspektif Ekonomi Islam dan dampak dari pengawasan stabilitas harga
kebutuhan pokok masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertama
Dinas Perdagkum melakukan pengawasan di pasar melalui kebijakan
operasi pasar, dengan setiap harinya melakukan pengecekan harga ke
pedagang dan melakukan pembinaan.Kedua dampak yang muncul bernilai
manfaat bagi masyarakat luas. Komoditi yang awalnya tidak stabil setelah
dilakukan pengawasan oleh pemerintah menjadi stabil dan tidak
melambung tinggi.** Perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti,

perbedaan tersebut terletak pada permasalahan penelitian, yang mana pada

Ogkripsi Alvian Mushafy Abdullah, Perbandingan Antara Fungsi Hisbah dan
Lembaga Pengawasan Perekonomian Modern, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2015).

YSkripsi Oly Fia Sela, Pengawasan Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat
Oleh Dinas Perdagangan dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo Dalam Perspektif Ekonomi
Islam, (Ponorogo: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2021).



penelitian di atas yang menjadi permasalahan yaitu mengenai pengawasan
Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo untuk
menjaga stabilitas harga dalam perspektif Ekonomi Islam dan dampak dari
pengawasan stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat, sedangkan dalam
penelitian ini penulis membahas mengenai Pengawasan Disperindagkop
Terhadap Transaksi Swalayan Kota Langsa dalam Perspektif Konsep Al-
Hisbah.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Nur Islam Santi dengan
mengangkat judul “Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Intervensi
Pemerintahan Terhadap Pengawasan Pasar”. Nur Islam memapakarkan
bahwa menurut Ibn Taimiyah intervensi negara mempunyai peranan yang
sangat menentukan dalam pelaksanaan nilai-nilai Islam itu sendiri. Peranan
itu diperlukan dalam aspek hukum, pengaturan produksi, pengawasan,
pendistribusian barang-barang kebutuhan, dan penentuan harga, serta
pemerataan, stabilitas dan kesejahteraan hidup bermasyarakat. Untuk
menjamin agar kriteria ini tetap terjaga Ibnu Taimiyah mengusulkan adanya
petugas yang mengawasi pasar yang disebut al-Muhtashib atau secara
kelembagaan dinamakan al-Hisbah. Al-Muhtashib memiliki peran aktif dan
permanen dalam menjaga mekanisme pasar yang Islami ini sehingga
banyak dijadikan model bagi pemerintah terhadap pasar.’* Persamaan
dengan judul peneliti ialah pada intervensi pemerintah dan pengawasan,
sedangkan perbedaannya terletak pada perspektif Islam pemikiran lbnu
Taimiyah, dimana pada penelitian di atas di analisis berdasarkan pemikiran
Ibnu Taimiyah sedangkan penelitian ini di analisis berdasarkan perspektif
konsep al-Hisbah.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Farhan Zikry dengan

mengangkat judul “Sistem Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Banda

'2Skripsi Nur Islam Santi, Pemikiran 1Bnu Taimiyah tentang Intervensi Pemerintaha
Terhadap Pengawasan Pasar, (Riau: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, 2009).
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Aceh Terhadap Penggunaan Kendaraan Pribadi Untuk Transportasi Online
(Dalam Perspektif Konsep Al-Hisbah)”. Penelitian ini menunjukkan bahwa
Permenhub Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan
Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek tidak di
implementasikan secara baik. Penolakan tersebut terjadi pada kelayakan Uji
KIR, dan penggunaan stiker pada transportasi online. Bentuk-bentuk
pengawasan yang dilakukan oleh pihak dishub adalah termasuk pengawasan
preventif, Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh sebelum melakukan
pengawasan dengan membuat rancangan rencana agar tidak terjadinya
penyimpangan-penyimpangan pada pengoperasionalnya. Jika ditinjau dari
al-Hisbah, seharusnya Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh yang
merupakan lembaga al-Hisbah melakukan pengawasan terhadap
penggunaan kendaraan pribadi untuk transportasi online secara menyeluruh,
tanpa mempertimbangkan persetujuan dari pihak perusahaan terkait.?
Persamaan penelitian ini terletak pada pengawasan yang dilakukan oleh
pemerintah dan perspektif konsep al-Hisbah, sedangkan perbedaannya
terletak pada objek dari pembahasan yaitu penulis melakukan penelitian di
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kota
Langsa.

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Zera Nurjannah dengan
mengangkat judul “Analisis Sistem Pengawasan Pemerintah Kota Banda
Aceh Terhadap Penggunaan Izin Mendirikan Bangunan Menurut Konsep
Al-Hisbah (Suatu Penelitian Tentang Law Enforcement oleh Pemerintah
Kota Banda Aceh)”. Adapun hasil penelitian dari pembahasan tersebut
yaitu, Pemerintah Kota Banda Aceh telah menerapkan pengawasan terhadap

pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dengan membentuk instansi

3Skripsi Farhan Zikry, Sistem Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh
Terhadap Penggunaan Kendaraan Pribadi Untuk Transportasi Online (dalam perspektif konsep
Al Hisbah), (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, 2019).
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yang setara dengan lembaga al-Hisbah dalam sejarah Islam, seperti Dinas
PU, Camat, Satpol PP, dan WH. Peraturan tentang pengawasan yang telah
dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh kiranya telah sesuai dengan
konsep al-Hisbah. Namun, dalam praktiknya pengawasan yang dilakukan
oleh instansi masih belum optimal, dan hal ini ditandai dengan masih
banyaknya bangunan di Kota Banda Aceh yang tidak memiliki IMB. Hal ini
juga disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus
IMB ketika hendak mendirikan bangunan atau merehab bangunan.*
Persamaannya ialah terletak pada pengawasan yang dilakukan oleh
pemerintah dan perspektif konsep al-Hisbah, sedangkan perbedaannya
terletak pada subjek dari pembahasan yaitu penulis melakukan penelitian di
Disperindagkop Kota Langsa dan fokus penelitian di atas membahas
mengenai pengawasan terhadap penggunaan izin mendirikan bangunan,
sedangkan penelitian yang penulis teliti lebih berfokus pada pengawasan

transaksi swalayan.

E. Penjelasan Istilah
Untuk menghindari timbulnya berbagai penafsiran dan pemahaman
terhadap istilah pada judul penelitian ini, maka perlu diberikan penjelasan
terlebih dahulu mengenai istilah-istilah yang digunakan. Beberapa istilah
tersebut adalah sebagai berikut:
1. Pengawasan
Pengawasan merupakan suatu upaya untuk memastikan aktivitas

atau segala kegiatan yang ada dapat berjalan sesuai dengan yang

¥Skripsi Zera Nurjannah, Analisis Sistem Pengawasan Pemerintah Kota Banda Aceh
Terhadap Penggunaan Izin Mendirikan Bangunan Menurut Konsep Al-Hisbah (Suatu Penelitian
Tentang Law Enforcement oleh Pemerintah Kota Banda Aceh), (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah
dan Hukum, 2016).
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direncanakan dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan dengan efektif
dan efisien.
2. Disperindagkop

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi atau yang disebut
dengan  Disperindagkop  merupakan unsur  pelaksana urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perdagangan
dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang
perindustrian dan juga di bidang koperasi serta tugas pembantuan. Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas pokok
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
dan tugas pembantuan di bidang perindustrian, perdagangan dan
koperasi.*®
3. Transaksi

Transaksi merupakan suatu pertemuan antara dua pihak (penjual
dan pembeli) yang saling menguntungkan, yang bersumber pada
data/dokumen pendukung lalu dimasukkan ke jurnal setelah melalui
pencatatan.’’ Transaksi dapat dikatakan sebagai suatu kejadian yang
dapat mempengaruhi posisi keuangan dari suatu badan usaha dan sebagai
hal yang wajar untuk dicatat. Kejadian yang dapat mempengaruhi suatu
institusi dan semua kejadian tersebut tidak dapat dicatat seluruhnya
sebagai transaksi, tergantung pada jenis kejadian itu apakah dapat di ukur
atau tidak.
4. Perspektif

Perspektif adalah sekumpulan asumsi, nilai dan juga gagasan

yang mempengaruhi cara pandang manusia, sehingga cara pandang

(Depok:

®Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, Pengantar Manajemen Syariah, cet. 1
PT Raja Grafindo Persada, 2019), him. 167.

®Tugas Pokok dan  Fungsi  Disperindag. Diakses  melalui  situs:

https://disperindag.kukarkab.goid/page/tugas-pokok-fungsi, pada tanggal 20 Agustus 2021.

"Hery, Akuntansi Keuangan Menengah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), him. 63.
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manusia tersebut menghasilkan tindakan dalam suatu konteks situasi atau
hal tertentu yang bersifat subjektif.® Pengertian perspektif yang
dimaksud dalam pembahasan skripsi ini merupakan sekumpulan asumsi,
nilai, gagasan serta cara pandang al-Hisbah terhadap pengawasan pasar
berupa pengawasan Disperindangkop terhadap transaksi swalayan.
5. Al-Hisbah

Pengertian Hisbah secara etimologi adalah masdar dari kata kerja
hasiba-yahsibu yang berarti menghitung atau mengira. Hisbah juga
mempunyai pengertian upah, balasan dan pahala yang diharapkan dari
Allah Swt. Di samping itu, Hishah juga berarti pengaturan yang baik.
Secara terminologi, al-Mawardi mendefinisikan al-Hisbah sebagai
lembaga yang berfungsi untuk memerintahkan kebaikan sehingga
menjadi kebiasaan dan melarang hal yang buruk ketika hal itu telah

menjadi kebiasaan umum.*

F. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah tata cara untuk melakukan penelitian guna
menemukan jawaban atas suatu persoalan atau permasalahan yang diteliti.?
Berikut ini diuraikan sub bab metode penelitian dalam penelitian ini :
1. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
menggunakan pendekatan penelitian sosiologis (empiris). Penelitian

sosiologis (empiris), yaitu penelitian yang diambil dari fakta-fakta yang

®Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa,
him. 1063.

“pysat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam
Indonesia Yogyakarta, Ekonomi Islam, cet. 7 (PT Rajawali Pers Persada, 2015), him. 342,

“Muhammad Siddig, Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry, Edisi Revisi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda
Aceh, 2019), him. 34.
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ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau lembaga pemerintah.
Dengan kata lain penelitian sosiologis (empiris) adalah penelitian yang
menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap
individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat
dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat,
organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau
berlakunya hukum.? Dengan pendekatan ini, maka penulis akan
melakukan observasi dan wawancara secara langsung dengan pihak
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Langsa yang
terkait dalam melakukan pengawasan terhadap transaksi swalayan di
Kota Langsa serta manajer swalayan Kota Langsa.
2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
penelitian kualitatif karena tujuan dari penelitian ini yaitu untuk
memperoleh pemaparan dan penjelasan yang objektif, khususnya
mengenai Pengawasan Disperindagkop Terhadap Transaksi Swalayan Di
Kota Langsa Dalam Perspektif Konsep Al-Hisbah. Penelitian kualitatif
merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti dan
memahami kondisi dari berbagai fenomena sosial yang ada di dalam
masyarakat.?’> Penelitian kualitatif ini memusatkan perhatiannya pada
prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan indikasi
yang terdapat dalam kehidupan manusia, ataupun pola-pola yang

dianalisis menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan

him. 83.

2'Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020),

?2Salim dan Haidir,Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, Dan Jenis, (Jakarta:

Kencana, 2019), him.27-33.
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untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku. Pola-
pola tersebut dianalisis lagi dengan menggunakan teori yang objektif.?
3. Sumber Data
Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang digunakan yaitu
sumber data primer dan sumber data sekunder :
a. Sumber Data Primer
Data primer merupakan data yang bersifat autoritatif artinya
mempunyai otoritas.”* Data primer merupakan data yang berupa
perkataan dan tindakan yang diperoleh langsung dari sumbernya.
Data primer dapat dikumpulkan dengan teknik wawancara,
observasi lapangan, diskusi terfokus dan penyebaran kuisioner.”®
Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini penulis
melakukan wawancara terhadap informan yang terdiri dari Kepala
Bidang Perdagangan Disperindagkop Kota Langsa, Seksi
Pemeliharaan = dan  Pengawasan  Perdagangan,  Sekretaris
Disperindagkop Kota Langsa, Seksi Pengawasan Perlindungan
Konsumen, Barang dan Jasa Disperindagkop Kota Langsa, serta
manajer swalayan yang terkait.
b. Sumber Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan atau
dihimpun untuk melengkapi informasi-informasi yang terkait
dengan objek penelitian. Data sekunder berupa semua publikasi
tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.

Kegunaan data sekunder ini adalah memberikan kepada peneliti

*Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), him.
20-21.

*peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Surabaya: Kencana Prenada Media
Group, 2005), him.141.

Sandu Siyoto, M. Kes, & Ali Sodik Ayup (ed.), Dasar Metodelogi Penelitian, cet. 1
(Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), him. 67.
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semacam “petunjuk” kearah mana peneliti melangkah.26 Dalam
penelitian ini yang dijadikan sumber data sekunder adalah data yang
diperoleh secara langsung melalui arsip maupun dari keterangan
lainnya yang meliputi struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi
pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota
Langsa. Selain itu penulis akan menelaah dan mengkaji buku-buku,
jurnal, dan data lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data secara umum dalam penelitian
kualitatif terdapat beberapa teknik pengumpulan data. Teknik
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
a. Wawancara
Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk
tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka
antara pewawancara dengan responden atau orang Yyang
diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide)
wawancara.?’ Dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan
adalah wawancara yang mendalam (in-depth interview). Dalam hal
ini informan yang akan diwawancarai terdiri dari Kepala Bidang
Perdagangan Disperindagkop Kota Langsa, Seksi Pemeliharaan dan
Pengawasan Perdagangan, Sekretaris Disperindagkop Kota Langsa,
Seksi Pengawasan Perlindungan Konsumen, Barang dan Jasa
Disperindagkop Kota Langsa, serta manajer swalayan yang terkait.

b. Observasi

21bid, hlm.155.

’Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi, (Sidoarjo: Kencana
Prenada Media Group, 2001), him. 133.
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Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan
untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan
penginderaan. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan bagaimana
transaksi pada swalayan Kota Langsa. Jadi, observasi dalam
penelitian ini adalah dengan melakukan pengamatan secara langsung
terhadap kegiatan transaksi swalayan di Kota Langsa khususnya
terhadap rekayasa harga yang dilakukan oleh pelaku usaha.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengunpulan data dan informasi
melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti.?® Metode dokumentasi
adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukan
kepada subjek penelitian, tetapi melalui dokumen, yaitu dengan cara
mengumpulkan data yang terdapat kaitannya dengan penelitian,
sebagai pelengkap hasil wawancara. Dalam penelitian ini penulis
melakukan dokumentasi dengan cara mengumpulkan data tertulis
yang berupa catatan dan transkip yang tidak dipublikasikan dari
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Langsa terkait
dengan objek yang penulis teliti.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Dalam pengumpulan data, agar penelitian lebih mudah tersusun
dan dipahami peneliti bebas menggunakan objek pengumpulan data
apapun. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan alat
komunikasi berupa telepon seluler sebagai alat untuk menggali informasi
melalui aplikasi watshapp dengan tujuan agar penulis dapat mengulang
kembali informasi yang tertinggal selama proses wawancara, kemudian
alat tulis, seperti pulpen, buku untuk mencatat hal-hal penting informasi
dari hasil wawancara yang berkaitan dengan topik pembahasan.

Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung:
CV. Pustaka Setia, 2012), him.141.
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6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah kegiatan mengolah data hasil
pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk di analisis.”
Dalam penelitian kualitatif data diperoleh dari bermacam rujukan yang
setelah itu di analisis berdasarkan teknik pengumpulan data. Dalam
penelitian ini teknik analisis data yang digunakan, yaitu metode
deskriptif analisis, ialah suatu metode yang bertujuan membuat deskripsi,
gambaran secara sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta, dan
juga data akan dianalisis secara kualitatif yaitu berupa kata-kata bukan
angka.*

Data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi,
dokumentasi dan data lainnya dikumpulkan terlebih dahulu. Setelah
semua data terkumpul peneliti dapat melakukan proses analisis data yang
terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penyimpulan data.

7. Pedoman Penulisan

Pedoman dalam penulisan karya ilmiah untuk penelitian ini
antara lain menggunakan al-Qur’an dan terjemahnya, jurnal dan buku
pedoman penulisan skripsi fakultas syariah dan hukum UIN Ar-Raniry
edisi 2019.' Selain referensi tersebut penulis juga menambahkan
beberapa pedoman lainnya yang digunakan sesuai dengan kekhususan
bidang ilmu yang ditekuni dan ilmu lainnya yang sesuai dengan
penelitian yang dilakukan. Berdasarkan pedoman-pedoman tersebut,

peneliti berusaha menyusun hasil penelitian yang diperolen menjadi

»Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, cet. 3 (Jakarta: Sinar Grafika,
2002), him. 72.

**Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), him. 63.

$Muhammad Siddig, Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry, Edisi Revisi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda
Aceh, 2019), him. 41.
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sebuah karya ilmiah yang sistematis dan mudah untuk dipahami para

pembaca.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh hasil penelitian yang akurat dan sistematis, oleh
karena itu peneliti menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat
memaparkan hasil penelitian yang baik dan mudah untuk dimengerti oleh
para pembaca. Ada pula sistematika tersebut ialah sebagai berikut:

Bab satu, ialah pendahuluan yang berisikan latar belakang
permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, kajian pustaka,
penjelasan istilah, metode penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian,
jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, objektivitas dan
validitas data, teknik analisis data serta pedoman penulisan.

Bab dua, ialah landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan
yang akan dibahas dalam penelitian, yaitu pengawasan Disperindagkop
terhadap transaksi swalayan di Kota Langsa dalam perspektif konsep al-
Hisbah. Adapun teori yang akan dibahas dalam bab ini berkaitan dengan
pengertian, bentuk-bentuk, dan pengawasan dalam pandangan Islam, dan
juga teori mengenai Hisbah yang meliputi pengertian, dasar hukum Hisbah,
dan tujuan Hisbah dalam Islam, serta perlindungan konsumen pencegahan
terhadap transaksi merugikan.

Bab tiga, ialah uraian pembahasan tentang temuan hasil penelitian
yang meliputi gambaran umum Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Koperasi Kota Langsa, bentuk pengawasan yang dilakukan Disperindagkop
Kota Langsa terhadap rekayasa harga yang dilakukan oleh manajemen
swalayan, dampak pengawasan rekayasa harga terhadap konsumen dan
manejer swalayan yang dilakukan oleh Disperindagkop Kota Langsa dan

perspektif konsep al-Hisbah terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang
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pengawasan yang dilakukan Disperindagkop Kota Langsa terhadap
rekayasa harga pada swalayan.

Bab empat, ialah bab terakhir berupa penutup yang berisikan
kesimpulan dan saran, yang mana di dalam bab ini penulis mengambil
kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan, sehingga dapat dipahami
secara lengkap apa yang sudah dibahas di dalam penelitian serta tidak hanya
itu, peneliti juga memberikan saran-saran yang berhubungan dengan

kesimpulan tersebut guna untuk memecahkan permasalahan yang terjadi.



BAB DUA
TEORI PENGAWASAN DAN KONSEP AL-HISBAH
TERHADAP PENGAWASAN PASAR

A. Pengertian, Bentuk-bentuk dan Pengawasan dalam Pandangan

Islam
1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan dalam bahasa Belanda disebut toezicht, dalam bahasa
Inggris disebut supervision atau controlling yang juga bisa diartikan
pengendalian.®” Pengawasan merupakan salah satu aktivitas atau fungsi
manajemen yang terkait dengan fungsi lainnya, seperti perencanaan,
pengorganisasian,  kepemimpinan, penetapan dan pelaksanaan
keputusan.®® Pengawasan merupakan salah satu tugas dasar manajemen
dalam konsep manajemen modern, yaitu memastikan bahwa segala
sesuatu berada dalam keteraturan, berjalan sesuai garis yang ditentukan
teori yang ada, dasar-dasar yang bisa dipercaya, dan tujuannya adalah
menyingkap sisi kelemahan dan kesalahan-kesalahan serta membenarkan
dan mencegah terulangnya hal itu kembali.** Maksudnya adalah
pengawasan diperlukan untuk menjaga tujuan dari suatu urusan agar
berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diinginkan, pengawasan
juga diperlukan untuk mencegah terjadinya kesalahan, bahkan mencegah
untuk terulangnya terjadi suatu kesalahan yang sudah pernah terjadi.

Dalam pengertian lain, pengawasan merupakan aktivitas memantau
pekerjaan karyawan untuk menjaga perusahaan agar tetap berjalan

kearah pencapaian tujuan dan membuat koreksi jika dirasa perlu. Secara

%2Husni Jalil, Hukum Pemerintahan Daerah, (Banda Aceh: Syiah Kuala University
Press, 2008), him. 187.

*Ahmad Ibrahim Abu Sinn, Manajemen Syariah: sebuah kajian historis dan
kontemporer, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), him. 179.

% Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khattab, (terj.: Asmuni
Solihin), cet. 1 (Jakarta: Khalifa, 2006), him 585.
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umum pengawasan merupakan upaya pengendalian terhadap kesesuaian
perencanaan, apakah sudah sesuai dengan tujuan atau menyimpang dari
tujuan yang diharapkan.®

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat diartikan bahwa
pengawasan merupakan suatu upaya untuk memastikan aktivitas atau
segala kegiatan yang ada dapat berjalan sesuai dengan Yyang
direncanakan dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan dengan efektif
dan efisien. Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk
meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah dan membenarkan
yang hak.*® Fungsi dari pengawasan sangatlah beraneka ragam, menurut
Ernie dan Saefullah fungsi pengawasan dapat dijelaskan sebagai
berikut:*’

a. Mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan serta target
sesuai dengan indikator yang di tetapkan.

b. Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan
yang mungkin ditemukan.

c. Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang
terkait dengan pencapaian tujuan perusahaan.

Sebagai kesimpulan, fungsi pengawasan diperlukan untuk
memastikan apakah apa yang telah direncanakan dan diorganisasikan
berjalan sebagaimana mestinya ataukah tidak. Jika tidak jalan dengan
semestinya, maka fungsi pengawasan juga melakukan proses untuk
mengoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar dapat tetap mencapai apa

yang telah direncanakan.®

*Sondang P.Siagian, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Bumi Aksara,
2003), him. 30.

*Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, Pengantar Manajemen Syariah, cet. 1
(Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), him. 167.

S"Erni Trisnawati sule dan Kurniawan Saefullah, Pengantar Manajemen, (Jakarta:
Kencana, 2005), him. 12.

1bid, him. 317.
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Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang
direncanakan menjadi kenyataan. Karena itu agar sistem pengawasan
benar-benar merealisasikan tujuannya, maka suatu sistem pengawasan
harus dapat dengan segera melaporkan adanya penyimpangan-
penyimpangan. Berdasarkan penyimpangan-penyimpangan itu dapat
diambil tindakan untuk pelaksanaan selanjutnya agar pelaksanaan
keseluruhan benar-benar sesuai atau mendetail yang direncanakan
sebelumnya. Pengawasan ini bertujuan untuk memperbaiki kesalahan-
kesalahan yang terjadi agar tidak berlarut-larut yang dapat
mengakibatkan kerugian.*

2. Bentuk-bentuk Pengawasan

Agama Islam tidak hanya merekomendasikan sebuah aturan berbau
perintah maupun larangan yang dapat berlaku di pasar. Lebih dari itu,
Islam juga menggariskan sebuah sistem pengawasan yang dapat
dicanangkan dalam melanggengkan mekanisme dan struktur pasar.
Terdapat bermacam-macam bentuk pengawasan yang secara teoritis
dibedakan menjadi pengawasan langsung dan tidak langsung,
pengawasan preventif dan represif, pengawasan internal dan eksternal,
serta pengawasan yang terkait dengan faktor waktu dalam menjalankan
fungsi pengawasan, yaitu pengawasan awal (feedforward controlling),
pengawasan proses (concurrent controlling), dan pengawasan akhir
(feedback controlling).” Bentuk pengawasan tersebut dapat dijelaskan
sebagai berikut:

a. Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung
Pengawasan langsung ialah pengawasan yang dilakukan secara

pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti,

*Muhammad Busro, Teori-teori Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta:
Prenadamedia Group, 2018), him. 147.

“°Ernie Tisnawati dan Kurniawan Saefullah, Pengantar Manajemen, cet. 2 (Jakarta:
Kencana, 2006), him. 327.
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memeriksa, mengecek sendiri kegiatan di tempat kerja dan menerima
laporan-laporan secara langsung dari pelaksana. Dalam inspeksi
langsung dapat dengan peninjauan pribadi yaitu mengawasi dengan
jalan meninjau secara pribadi sehingga dapat dilihat sendiri pelaksana
pekerjaan.*”!

Pengawasan tidak langsung ialah pengawasan dari jarak jauh.
Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh
para bawahan. Laporan ini biasa berbentuk lisan ataupun tulisan.

b. Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan
sebelum rencana itu dilaksanakan. Maksud dari pengawasan preventif
ini adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan/kesalahan dalam
pelaksanaan.*” Adapun dalam pengawasan preventif ini dapat
dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1) Menentukan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan
sistem prosedur, hubungan dan tata kerjanya.

2) Menentukan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung
jawabnya.

3) Menentukan sistem koordinasi, pelaporan dan pemeriksaan.

4) Membuat pedoman sesuai dengan peraturan-peraturan yang
telah ditetapkan.

Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah
adanya pelaksanaan pekerjaan.43 Maksud diadakannya pengawasan
represif ialah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan

agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

*ISondang P Siagian, Manajemen Sumber Daya Manusia, cet. 5 (Jakarta: Bumi Aksara,
2008), him. 115.

*’Maringan Masry Simbolon, Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen, (Jakarta:
Ghalia Indonesia, 2004), him. 64.

“1bid, him. 64.
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c. Pengawasan Internal dan Eksternal

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan secara
mandiri oleh setiap pekerja terhadap tugas yang dibebankan
terhadapnya. Sistem pengawasan ini akan bergantung sepenuhnya
kepada adanya pendidikan Islami, dengan melandaskan nilai kepada
rasa takut kepada Allah. Setiap individu muslim mempunyai
hubungan langsung dengan Allah Swt. Untuk aktivitas perdagangan
di pasar, individulah yang penting dan bukan komunitas pasar secara
keseluruhan ataupun bangsa secara umum. Para pelaku pasar individu
bisa bebas beraktivitas bisnis namun di lain pihak harus bisa
bertanggung jawab di muka Allah Swt. Sedang komunitas pasar
ataupun bangsa secara umum bertanggung jawab membentuk sistem
sosial berupa mekanisme dan struktur pasar yang membawa
kesejahteraan, pengembangan kepribadian dan meningkatkan
kemampuan personal pelaku pasar.

Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan
terhadap seseorang atau bagian oleh orang lain atau oleh bagian di
luar bagian yang diawasi (biasanya bagian yang lebih tinggi). Pada
saat dimana keimanan dan ketakwaan tidak bisa lagi dijadikan
jaminan, dan pada saat dimana aspek-aspek religi tidak lagi bergairah,
kemudian pelaku pasar mengarahkan aktivitas ekonominya kepada
cara-cara negatif (curang, tipu daya, permainan harga, memanipulasi
timbangan), maka pada kondisi ini ajaran Islam menolerir untuk
“memukul tangan” mereka dan melarangnya dari perbuatan yang
merusak. Oleh sebab itu, ajaran Islam mengenalkan sistem Hisbah
yang berlaku sebagai institusi pengawas pasar. Seorang pengawas
pasar (muhtasib) dengan kekuatan materinya berlaku sebagai pihak
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yang mempunyai otoritas untuk menghukum para pelaku pasar yang
berlaku negatif.**
d. Pengawasan Awal, Proses, dan Akhir

Pengawasan awal merupakan pengawasan yang dilakukan untuk
memastikan apakah seluruh faktor input produksi telah sesuai dengan
standar ataukah tidak. Kualitas dan kuantitas bahan baku, kualifikasi
tenaga kerja yang akan ditugaskan, dan lain sebagainya adalah
sebagian dari contoh pengawasan awal.

Pengawasan proses merupakan pengawasan yang dilakukan
pada saat sebuah proses tengah berlangsung. Ketika seluruh faktor
input produksi telah sesuai dengan standar, maka pengawasan proses
pada dasarnya dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh pengerjaan
organisasi dijalankan sesuai dengan rencana dan prosedur kerja yang
telah ditetapkan, serta memastikan bahwa seluruh perangkat
pendukung berjalan sebagaimana mestinya.

Pengawasan akhir merupakan pengawasan yang dilakukan pada
saat akhir proses pengerjaan sesuatu, yaitu untuk memastikan bahwa
hasil yang diperoleh pada saat pengerjaan sesuai dengan standar yang
telah ditetapkan di awal dan proses yang telah dikerjakan.*

3. Pengawasan dalam Pandangan Islam

Dalam Islam, pengawasan dilakukan untuk meluruskan atau
membenarkan apa yang tidak benar, mengoreksi yang salah, dan
menempatkan sesuatu di tempat yang tepat. Pengawasan dalam

pandangan Islam terbagi dua, yaitu :*°

*Mustafa Edwin Nasution dkk., Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, cet. 2 (Jakarta:
Kencana, 2007), him. 179.

**Ernie Tisnawati dan Kurniawan Saefullah, Pengantar Manajemen, cet.2 (Jakarta:
Kencana, 2006), him. 327-328.

**Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, Manajemen Syariah dalam Praktek, cet. 1
(Jakarta: Gema Insani Press, 2003), him. 156.
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a. Pengawasan dari dalam diri sendiri

Pengawasan dari dalam diri sendiri ini bersumber dari tauhid
dan keimanan kepada Allah Swt, dimana seseorang yakin bahwa
Allah pasti mengawasi hamba-Nya, maka seseorang akan bertindak
hati-hati. Sebagaimana firman-Nya dalam surat al-Mujadalah ayat 7

yang berbunyi:

b3 Yl i e B35 G o3Vl B g esatd s G alas D0 O 5
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Artinya: Tidakkah kamu perhatikan, bahwa Sesungguhnya Allah
mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? tiada
pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah
keempatnya; dan tiada (pembicaraan antara) lima orang,
melainkan  Dia-lah  keenamnya; dan tiada (pula)
pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih
banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di manapun
mereka berada. kemudian Dia akan memberitahukan kepada
mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan.
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS.
Al-Mujadalah [58]: 7).

Dalam ayat tersebut, sangat jelas disebutkan bahwa Allah
selalui mengawasi hamba-Nya dan karena itu tidak ada satu
rahasiapun atau yang bersembunyi dari-Nya. Allah maha mengetahui
segala sesuatu baik itu hal terbesar maupun hal terkecil. Menurut al-
Baghawi, ayat ini diturunkan bahwa ada suatu masa ketika orang-
orang Yahudi dan orang-orang Munafik secara diam-diam berbicara
untuk menentang orang-orang beriman. Namun, Allah Maha
Mengetahui apa yang mereka bicarakan.”’

b. Pengawasan dari luar diri sendiri

*"Abu Muhammad Al-Baghawi, Tafsir al-Baghawi Ma dlimu al-TanZil, vol. 8, (Darul
Ma’rifah, Libanon), hlm. 55.
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Sistem pengawasan ini dapat terdiri atas mekanisme
pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas
yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan
perencanaan tugas, dan lain-lain.Pengawasan yang baik adalah
pengawasan yang telah built in dalam penyusunan program. Dalam
menyusun program, harus sudah ada unsur control di dalamnya.
Tujuannya adalah agar orang yang melakukan pekerjaan itu merasa
bahwa pekerjaannya itu diperhatikan oleh atasan, bukan pekerjaan
yang diacuhkan atau yang dianggap enteng. Oleh karena itu,
pengawasan yang terbaik adalah pengawasan yang dibangun dari
dalam diri orang yang diawasi dan dari sistem pengawasan yang
baik.*®

Sistem pengawasan yang baik tidak bisa dilepaskan dari
pemberian punisment (hukuman) dan reward (imbalan). Jika
karyawan melakukan pekerjaannya dengan baik, maka karyawan
tersebut sebaiknya diberi reward. Bentuk reward itu tidak mesti
berbentuk materi, tapi bisa pula dalam bentuk pujian, penghargaan
yang diutarakan di depan karyawan lain atau bahkan promosi (baik
promosi belajar maupun promosi naik pangkat/jabatan). Jika
karyawan melakukan pekerjaannya dengan berbagai kesalahan
bahkan sampai merugikan perusahaan, maka karyawan tersebut
sebaiknya diberi punishment. Bentuk punishment juga bermacam-
macam, dimulai dari teguran, peringatan, skors, bahkan sampai
pemecatan (resign). Reward dan punishment ini merupakan
mekanisme pengawasan yang sangat penting.*® Terdapat 3 kunci

pengawasan, yaitu sebagai berikut:

*®Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, Pengantar Manajemen Syariah, cet. 1
(Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), him. 168.

“1bid, him. 169
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1) Pengendalian berawal dari dalam diri sendiri, menyakini
bahwa apapun yang dilakukan akan diawasi oleh Allah Swt,
dan akan memberi reward dan punishment di dunia ini
maupun di akhirat nanti.

2) Kontrol akan berjalan dengan baik jika pemimpinnya memang
orang-orang yang pantas untuk menjadi pengawas.

3) Dalam mekanisme, sistem harus dibangun dengan Dbaik,
sehingga orang itu secara sadar dan sengaja bahwa jika
melakukan sebuah keslahan, maka sama saja merusak sistem
yang ada.

Falsafah dasar fungsi pengawasan dalam Islam muncul dari
pemahaman tanggung jawab individu, amanah dan keadilan. Islam
memerintahkan setiap individu untuk menyampaikan amanah yang
diembannya, jabatan (pekerjaan) merupakan bentuk amanah yang harus
dijalankan.® Sebagaimana firman-Nya dalam surat an-Nisa’ ayat 58

yang berbunyi:

S d sl 5488 &1 B g aaSs i Leldl ) el 13 B0 2882 4 Gy
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Artinya: Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada
yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan

hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya

dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi

pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar,
Maha Melihat. (QS. An-Nisa’ [4]: 58).

Menunaikan amanah merupakan kewajiban setiap individu
pegawai Muslim, ia harus berhati-hati dan bertakwa dalam pekerjaannya,
selalu mengevaluasi diri sebelum dievaluasi orang lain, dan merasa

bahwa Allah senantiasa mengawasi segala aktivitasnya. Pengawasan

*®Ahmad Ibrahim Abu Sinn, Manajemen Syariah, cet. 3 (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2012), him. 180.
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internal yang melekat dalam setiap pribadi muslim akan menjauhkannya
dari bentuk penyimpangan dan menuntunnya konsisten menjalankan
hukum-hukum dan syari’ah Allah dalam setiap aktivitasnya, dan ini
merupakan tujuan utama Islam. Akan tetapi, mereka hanyalah manusia
biasa yang berpotensi melakukan kesalahan. Dalam sebuah masyarakat,
salah seorang dari mereka pasti ada yang cenderung menyimpang dari
kebenaran, atau menuruti hawa nafsu. Oleh karena itu, Islam menetapkan
sistem sosio-politik untuk menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan
hukum dan syari’at Allah.™

B. Pengertian, Dasar Hukum, Tujuan Hisbah dalam Islam

1. Pengertian Hisbah

Hisbah berasal dari bahasa Arab, berakar kata ha-sa-ba yang
mempunyai makna cukup bervariasi, seperti memperhitungkan,
menaksir, memikirkan, dan lain-lain.>> Hisbah juga mempunyai
pengertian upah, balasan dan pahala yang diharapkan dari Allah Swt. Di
samping itu, Hisbah juga berarti pengaturan yang baik. Al-Mawardi
mendefinisikan Hisbah sebagai lembaga yang berfungsi untuk
memerintahkan kebaikan sehingga menjadi kebiasaan dan melarang hal
yang buruk ketika hal itu telah menjadi kebiasaan umum.>® 1bn Khladun
menyatakan Hisbah merupakan institusi keagamaan yang termasuk
bagian dari amar ma ’'ruf nahy munkar yang merupakan kewajiban bagi
seluruh kaum muslimin. Namun definisi yang lebih spesifik di
kemukakan oleh Rafiq Yunus al-Mishri, Hisbah adalah petugas yang

bertugas mengawasi pasar serta tingkah laku masyarakat. Dalam kamus

*1bid, him. 180.

S?Hafas Furgani, Hisbah: Institusi Pengawasan Pasar dalam Sistem Ekonomi Islam
(Kajian Sejarah dan Konteks Kekinian), Jurnal Malia, Vol. VI, No.1, Februari 2016, him. 60.

*%pysat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam
Indonesia Yogyakarta, Ekonomi Islam, cet. 7 (PT Rajawali Pers Persada, 2015), him. 342,
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al-hadi ilah lughah al arab, Hisbah adalah tugas yang dilakukan oleh
negara untuk memastikan bahwa rakyat melakukan perintah dan
menjauhi larangan syara’ berkaitan dengan takaran dan timbangan yang
benar dan mengawasi jalannya jual beli untuk menghilangkan tipuan dan
sejenisnya. Petugasnya dinamakan dengan muhtasib (pengawas pasar).
Tugas seorang muhtasib adalah untuk menertibkan pelayanan publik,
mengatur mekanisme pasar, pengawasan etika dan bangunan publik.

Hisbah adalah sebuah institusi keagamaan di bawah kendali
pemerintah yang mengawasi masyarakat agar menjalankan kewajibannya
dengan baik, ketika masyarakat mulai untuk mengacuhkannya dan
melarang masyarakat melakukan hal yang salah, saat masyarakat mulai
terbiasa dengan kesalahan itu. Tujuan umumnya adalah untuk menjaga
lingkungan masyarakat dari kerusakan, menjaga takdir yang ada, dan
memastikan kesejahteraan masyarakat baik dalam hal keagamaan
ataupun tingkah laku sehari-hari sesuai dengan hukum Allah Swt.>

Hisbah adalah institusi keagamaan yang sangat penting dalam
lintasan sejarah ekonomi Islam. Dalam sejarah tradisi Hisbah diletakkan
langsung fondasinya oleh Rasulullah Saw, beliaulah yang bertugas
melaksanakan Hisbah pertama dalam Islam. Beliau seringkali masuk ke
pasar Madinah mengawasi aktivitas jual beli. Suatu ketika Rasulullah
mendapati seorang penjual gandum berlaku curang dengan menimbun
gandum basah dan meletakkan gandum yang Kkering diatas, beliau
menegur penjual tersebut dan memerintahkannya untuk berperilaku
jujur, barangsiapa yang menipu maka ia tidak termasuk golongan kami.
Beliau setiap hari memantau pelaksanaan syariat oleh masyarakat
Madinah. Setiap pelanggaran yang tampak olehnya langsung mendapat
teguran disertai nasihat untuk memperbaikinya.

*Antin Rakhmawati, <’Implementasi Lembaga Hisbah Dalam Meningkatkan Bisnis
Islami’’, Jurnal Malia, Vol. VII, No. 2, Juni 2016, him. 316.
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2. Dasar Hukum Hisbah

Pengetahuan akan pasar mencakup bahasan tentang bagaimana
seharusnya seorang produsen, distributor, dan konsumen berperilaku,
bertransaksi, dan membangun suatu jaringan bisnis. Begitu juga
pengetahuan terhadap pengawasan secara internal dan eksternal dalam
suatu pasar. Pengawasan internal dalam pasar mencakup bagaimana
seorang pelaku pasar bersikap baik dalam segala bentuk transaksi yang
dilakukannya. Perilaku yang baik dalam diri seorang pelaku pasar
didasarkan atas dasar ajaran Islam. Adapun pengawasan eksternal
dilakukan oleh suatu institusi pengawas pasar yang biasa disebut dengan
Hisbah. Pengawasan tersebut dilakukan untuk menghindari perilaku
yang menyimpang dari para pelaku bisnis di dalam pasar. Seorang
pengawas pasar (muhtasib) mempunyai kewenangan untuk menindak
para pelaku kejahatan di dalam pasar. Kejahatan tersebut bisa saja
berbentuk beberapa kecurangan yang mengakibatkan kerugian bagi
pihak manapun.™

Adapun dalil yang menjadi dasar pensyari’atan al-Hisbah

sebagimana yang tertuang dalam al-Qur’an, yaitu:

% el Al o O5tss oawaddy Syabs A 0y o3l W 2 1&g
da /'}S‘
Artinya: Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang
menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang ma’ruf,
dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-

orang yang beruntung. (QS. Ali-Imran [3]: 104).
Ayat di atas menuntut kita untuk memilih segolongan umat untuk
menangani tugas dakwah, dan masing-masing dari Kkita juga

memperhatikan sikap segolongan itu. Jika kita melihat ada kesalahan,

**|ka Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif
Magashid al-Syari’ah, cet. 1 (Jakarta: Prenadamedia Group), 2014, him.213-216.
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segera kita memperingatkan dan meluruskannya.® Lebih lanjut Imam
Qurtubi menjelaskan bahwa kata ‘minkum’ berarti untuk fab’id, yang
berarti bahwa kedua perintah ini (menyeru kepada yang ma’ruf dan
mencegah yang munkar) harus dilakukan oleh para ulama dan semua
manusia yang bukan termasuk ulama. Disebutkan pula bahwa arti dari
tab’id adalah untuk menjelaskan jenis. Yang maksudnya adalah agar
manusia melakukan hal demikian, yakni menyeru kepada yang ma ruf
serta mencegah daripada yang munkar.>’

Ayat lain yang menjadi dasar pensyari’atan al-Hisbah adalah surat
al-A’raf ayat 157:

°’% J&W 238 3 shlle 635G 5304 el 2N &3 3 G3ak 40
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Artinya: (Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi
(tidak bisa baca tulis) yang (namanya) mereka dapati tertulis di
dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh
mereka berbuat yang makruf dan mencegah dari yang
mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi
mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka,
dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang
ada pada mereka. Adapun orang-orang Yyang beriman
kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti
cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (al-Qur'an),
mereka itulah orang-orang beruntung. (QS. Al-A’raf [7]: 157).

Maksud dari ayat di atas adalah bahwa dalam syari’at yang dibawa
oleh Muhammad, orang-orang Bani Israel tidak lagi memikul beban

yang berat. Misalnya, seperti bunuh diri untuk keabsahan taubat,

Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, “Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nuur 3”,
(Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), him, 657.

*'Imam Qurthubi, AL- Jami’ Li Ahkamil Qur’an, Jilid 4, (Kairo: Daar Kutub Al-
Mishriyah, 1964). HIm 165
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mewajibkan kisas pada pembunuhan baik yang disengaja atau tidak,
tanpa membolehkan pembayaran diyat, memotong anggota badan yang
melakukan kesalahan, membuang atau memotong kain yang terkena oleh
najis.>®

Allah juga menjelaskan dalam ayat ini bahwa sifat Nabi
Muhammad adalah menyerukan kepada yang ma’ruf dan melarang
melakukan kemunkaran. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab-
kitab sebelum al-Qur’an. Kedudukan Rasulullah sebagai seorang Rasul
juga termasuk sebagai kepala negara, yang tidak pernah memerintahkan
umatnya selain kepada yang baik-baik, dan juga tidak melarang apapun
kecuali hal tersebut mengandung kemungkaran.® Sebagaimana firman

Allah dalam surat an-Nahl ayat 90, yaitu:
s Saddg L) o5 sty ) 3 Bl oYy Jaaly 26 a o)
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Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat

kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang

(melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan.

Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil
pelajaran. (QS. An-Nahl [16]: 90)

Ayat di atas merupakan perintah Allah Swt, yang memerintahkan
para hamba-Nya untuk berlaku adil dan insaf, serta tetap berjalan
imbang, tidak melampaui batas, dan tidak menguranginya. Selain itu,
Allah menyuruh untuk memberikan apa yang diperlukan kepada kerabat
serta Allah Swt., melarang untuk berbuat keji, munkar, dan zalim.*

Adapun pengawasan (al-Hisbah) dimulai dengan ditunjuknya

seorang untuk mengawasi kegiatan perekonomian yang sedang berjalan,

%81bid, him. 1490

*>Abu Al-Fida’ Isma’il bin Umar bin Katsir, Tafsir Al-Qur’an Al-‘Adhim, Jilid 3, (Daar
Thibbiyah Li An-Nasyr Wa At-Tauzi’, 1999), him 487.

%1bid, him. 2267.
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yaitu seorang muslim yang berakal, kuat, bijaksana, jujur, dan berani
memerangi keadilan. Adapun cara ihtisab (pengawasan) antara lain: (1)
dengan memberikan teguran kepada yang melanggar; (2) dengan
memberikan nasihat ketika teguran tidak berhasil; (3) dengan tindakan
(dengan syarat dalam batasan yang wajar); dan (4) pelaku kejahatan
pasar dipenjara.
3. Tujuan Hisbah
Hisbah merupakan lembaga pengawas yang mempunyai peranan
penting dalam perekonomian umat Islam pada zaman permulaan Islam
yang berfungsi sebagai pengawas agar berbagai kecurangan dan
penyimpangan dalam kegiatan perekonomian tidak terjadi, sehingga
keadilan dapat ditegakkan sesuai dengan prinsip dalam ekonomi Islam.®
Hisbah adalah sebuah institusi ekonomi yang berfungsi melakukan
pengawasan terhadap kegiatan ekonomi di pasar, seperti mengawasi
harga, takaran dan timbangan, praktik jual beli terlarang, dan lain-lain.
Institusi ini juga bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan
pendapatan. Secara khusus Ibn Taimiyah menjelaskan tujuan ekonomi
muhtasib (pengawas pasar) adalah:
a. Memastikan tercukupinya kebutuhan bahan pokok.
b. Mengawasi terhadap standarisasi produk.
c. Pengawasan terhadap jasa.
d. Pengawasan atas perdagangan
Berkaitan dengan pengawasan perdagangan muhtasib adalah
pemegang otoritas untuk mengawasi berbagai praktik transaksi dan
kegiatan antara penjual dan pembeli di pasar agar benar-benar mengikuti
aturan syari’at. Lalu tidak ada kecurangan dan penipuan dalam ukuran

takaran dan timbangan dan masalah harga. Muhtasib juga berwenang

M. Akram Khan, Glossary of Islamic Economics, (London and New York: Mansel,
1990), him. 57.
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mengawasi barang-barang yang masuk ke pasar dan bongkar muat di
pasar. Dalam mengawasi aktivitas pasar, tugas muhtasib terdiri dari:
a. Pengawasan harga, ukuran, takaran, dan timbangan.

Tugas ini sangat penting karena sering kali terjadi kecurangan
yang berkaitan dengan masalah-masalah ini, yaitu masalah harga,
kuantitas, dan kualitas barang. Muhtasib harus secara rutin mengawasi
harga, ukuran, takaran dan timbangan yang berlaku di pasar. la juga
menguji timbangan dan standar ukuran yang dipakai pedagang.
Muhtasib berwenang menetapkan standar ukuran dan timbangan yang
berlaku. la juga harus memberikan informasi yang jelas kepada setiap
orang tentang harga yang berlaku. Untuk mengawasinya muhtasib
dapat memerintahkan setiap pedagang untuk menempel daftar harga
(pricelist) yang berlaku.

b. Mengawasi jual beli terlarang.

Muhtasib bertugas mengawasi jual beli barang dan jasa yang
dilarang syari’at, baik terlarang karena zatnya maupun terlarang
karena jual beli tersebut menggunakan akad yang menyimpang dari
ajaran Islam.

c. Pengawasan praktik riba, maysir, dan gharar.
d. Mengawasi standar kehalalan, kesehatan, dan kebersihan suatu
komoditas.

Muhtasib harus melakukan quality control atas barang-barang
yang beredar di pasar. Dia adalah petugas lapangan yang mengawasi
kehalalan dan kesehatan berbagai komoditas yang diperdagangkan di
pasar.

e. Pengaturan pasar.

Muhtasib bertugas mengatur keindahan dan kenyamanan

pasar. la mengatur pedagang untuk tidak mendirikan tenda atau

bangunan yang mengakibatkan jalan-jalan umum dan pasar menjadi
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sempit dan sumpek. la meletakkan barang dagangan yang

menghalangi kelancaran lalu lintas. Muhtasib juga mengatur tata letak

pasar sehingga muhtasib lebih mudah melakukan pengawasan pasar.

f. Mengatasi persengketaan dan Kketidakadilan antara sesama
pedagang dan antara pedagang dengan pembeli, baik menyangkut
utang piutang maupun harga.

g. Melakukan intervensi pasar dan harga.

Muhtasib adalah petugas pemerintah yang memiliki otoritas
melakukan intervensi pasar dan harga dalam keadaan dan alasan-
alasan tertentu. Misalnya, tingginya harga-harga yang diakibatkan
kelangkaan barang karena penimbunan barang oleh para spekulan. la
dapat mengambil kebijakan strategis yang dapat memulihkan pasar
kembali. Ketika terjadi distorsi harga, muhtasib memegang otoritas

untuk melakukan intervensi pasar.

C. Perlindungan Konsumen: Pencegahan Terhadap Transaksi
Merugikan

Upaya pencegahan (al-wigayah), selalu digalakkan oleh Islam
kaitannya dalam menghindari kerusakan. Beberapa kerusakan yang terjadi
akibat ketidakjelasan informasi misalnya, bisa menyebabkam rusaknya suatu
transaksi. Sejatinya dalam jual beli, baik produsen, konsumen, maupun
distributor mendapatkan keuntungan dengan cara yang baik, sehingga
berimplikasi pada kehalalan produk yang dipasarkan.

Di dalam al-Qur’an dijelaskan bahwa perintah untuk makan dari
yang halal dan yang baik tidak hanya ditunjukan kepada umat Islam, akan
tetapi untuk semua manusia. Karena dalam ayat tersebut dituliskan kalimat
‘ya ayyuhan nasu’ yang artinya wahai manusia. Kaitannya dengan makanan
yang halal dan baik, segala macam yang halal sudah tentu baik, akan tetapi

yang baik bukan berarti halal. Haram terbagi menjadi haram secara zat,
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misalnya daging babi; dan juga haram secara pengolahan, misalnya proses
pembuatan roti yang memakai emulsifier dari turunan babi, ataupun ayam
yang disembelih tidak dengan menyebut asma Allah. Segala hal yang terkait
dengan pencegahan hal-hal buruk dalam suatu transaksi yang berkaitan erat
dengan perlindungan konsumen sebagai berikut:®
1. Pencegahan dari Pemalsuan Informasi (informasi yang tidak benar)
Banyak sekali pemalsuan informasi yang berkaitan dengan
kualitas barang, seperti beberapa iklan yang ada di televisi, hal ini kira-
kira hanya berapa persen promosi yang sesuai dengan produk yang
diiklankan, baik secara komposisi maupun khasiat dan kegunaan.
Sebenarnya aktivitas ini sangat merugikan konsumen, karena
ketidaktahuan konsumen akan jenis barang yang mereka konsumsi.
Misalnya kita melihat produk minuman sachet yang menampilkan buah
jeruk dan mengatakan bahwa minuman tersebut berasal dari jeruk asli.
Padahal kenyataan yang ada, ketika konsumen melihat komposisinya,
mereka hanya menemukan rasa atau perisa jeruk dan bukan buah asli 100
persen.
Ibn Taimiyah pernah mengatakan dalam bukunya al-Hisbah fi al-
Islam, wali al-Hisbah hendaknya menghukum para ahli kimia yang
pandai memalsukan mata uang, barang-barang perhiasan, wangi-
wangian, dan lain sebagainya. Ketika mereka menyatakan bahwa barang
yang mereka jual merupakan ciptaan Allah (asli), padahal itu adalah
barang ciptaan mereka. Pada masa Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim al-
Jawziyyah, sudah terdapat barang-barang palsu produk kimiawi yang
kemudian dipasarkan dengan informasi palsu, bahwa barang-barang

tersebut asli. Akan tetapi belum ada catatan tentang pemakaian bahan

®2|ka Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif
Magashid al-Syari’ah, cet. 1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), him. 254.
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kimia dalam bahan makanan. Terlebih lagi perkembangan pertanian
dengan bioteknologi.

Di sinilah pentingnya dilakukannya pencegahan dari pemalsuan
informasi yang harus dilakukan oleh berbagai pihak, terutama
pemerintah dan produsen serta pihak terkait lainnya. Melalui
kebijakannya, pemerintah dapat menetapkan “rule of game” dalam
beriklan dan memberi informasi kepada masyarakat. Produsen dapat
mengambil peran dalam memberikan iklan atau informasi yang sesuai
apa adanya. Lembaga konsumen memberi arahan kepada masyarakat
mengenai dampak produk makanan tertentu. Dengan berbagai langkah
tersebut, masyarakat akan lebih cerdas dalam memilih produk tertentu.
Sehingga, ketika transaksi dilakukan mereka tidak dirugikan.®
2. Pencegahan Terhadap Keterpaksaan dengan Mempertimbangkan Hak

Pilih (khiyar)

Dewasa ini banyak konsumen yang tidak mempunyai hak pilih
dalam suatu pembelian. Kadang kala konsumen harus berpikir secara
cepat untuk bisa memutuskan apakah ia harus membeli suatu barang atau
tidak. Islam sebenarnya sudah memberikan pengaturan tentang hak pilih
yang terangkum dalam bahasan tentang khiyar. Dan ini akan membawa
kemaslahatan bagi konsumen dan kepuasaan bagi penjual, karena
aktivitas jual beli tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan profit dan
benefit yang diperoleh seorang penjual. Tapi terlebih dari itu, jual beli
juga merupakan ibadah dalam rangka membangun hubungan dengan
manusia (hablun minan nas), untuk bisa membangun hubungan dengan
Allah (hablun minallah).

8 Abdul Ghofur, Falsafah Ekonomi Syari’ah, cet. 1 (Depok: PT RajaGrafindo Persada,
2020), him. 98.
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3. Pencegahan dari Unsur Riba (Nilai Tukar yang Tidak Wajar)

Secara bahasa riba adalah ziyadah (tambahan), dan riba menurut
istilah adalah tambahan sesuatu yang dikhususkan, maksudnya adalah
tambahan pada modal pokok. Riba hukumnya haram dalam semua
agama samawi, kemudian Islam datang dan memperkuat keharamannya.
Adapun beberapa dampak negatif yang ditimbulkan oleh riba antara lain:

a. Dampak ekonomi, di antaranya dampak infantoir yang
diakibatkan oleh bunga sebagai biaya uang. Hal tersebut
disebabkan karena salah satu elemen dari penentuan harga adalah
suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi juga
harga yang akan ditetapkan pada suatu barang. Dampak lainnya
adalah bahwa dampak utang, dengan rendahnya tingkat
penerimaan peminjam dan tingginya biaya bunga akan
menjadikan peminjam tidak pernah keluar dari ketergantungan,
terlebih lagi bila bunga atau utang tersebut dibungakan.

b. Dampak sosial kemasyarakatan, karena riba merupakan
pendapatan yang di dapat secara tidak riil. Para pengambil riba
menggunakan uangnya untuk memerintahkan orang lain agar
berusaha dan mengembalikan (misalnya dua belas persen lebih
tinggi dari jumlah yang dipinjamkan). Dengan menetapkan riba,
seseorang sudah memastikan bahwa usaha yang dikelolanya pasti
untung.

4. Pencegahan dari Ketidakamanan Produk

Kemajuan teknologi dan berkembangnya volume perekonomian
dan perdagangan menuntut pengawasan yang ekstra terhadap resiko-
resiko yang mungkin timbul akibat penggunaan produk tertentu. Hal ini
seharusnya menjadikan pelaku usaha lebih berhati-hati dan bukan
pembeli yang berhati-hati. Karena mayoritas pembeli atau konsumen

tidak mengetahui kemajuan teknologi, yang berdampak pada keamanan
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produk yang mereka konsumsi. Adanya ketidakamananpun konsumen
dalam menerima informasi akibat kemajuan teknologi dan keragaman
produk yang dipasarkan, menyebabkan hal tersebut disalahgunakan oleh
para pelaku usaha. Sehingga konsumen dengan sangat mudah terkena
dampak yang membahayakan akibat efek samping yang ditimbulkan dari
pemakaian produk yang ada di pasaran.** Hal tersebut sangat
berseberangan dengan konsep magqashid al-syari’ah dalam ekonomi
Islam, terutama yang berkaitan dengan produksi. Seorang produsen
ketika memproduksi suatu barang/jasa hendaknya selalu mengingat
keamanan produk/jasa yang mereka tawarkan. Karena aktivitas produksi
bukan hanya berkaitan dengan profit dan benefit, melainkan juga
berkaitan dengan penegakan kemaslahatan masyarakat. Oleh sebab itu,
produk yang ada hendaknya menjaga beberapa aspek dalam magashid
al-syari’ah yang meliputi penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan
harta. Dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan kesehatan dalam
komposisi produk yang dipasarkan, maka akan membantu terealisasinya
penjagaan kelima aspek di atas.®
Rasulullah memberikan apresiasi yang lebih terhadap perdagangan.
Akan tetapi, banyak hal yang harus diperhatikan dalam perdagangan ini
terutama terkait dengan nilai-nilai akhlak ataupun etika yang harus dijadikan
sebagai landasan dalam bertransaksi. Kejujuran merupakan sifat penting
dalam berbisnis. Rasulullah sangat menganjurkan kepada para pedagang
untuk bertindak secara jujur. Rasulullah sangat serius memerhatikan
kejujuran, sehingga beliau pernah mengingatkan bahwa bagi pedagang yang
suka berbohong tidak akan menerima berkah dalam bisnisnya. Di samping

itu, Islam sangat menganjurkan bagi para pedagang untuk arif dalam

**Muhammad dan Alimin, Etika Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam,
(Yogyakarta: BPFE, 2005), him. 216.

% Abdul Ghofur, Falsafah Ekonomi Syari’ah, cet.1 (Depok: PT Raja Grafindo Persada,
2020), him. 97.
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menetapkan harga bagi para pembeli. Hal ini dimaksudkan untuk
mempermudah dan dapat dijangkau oleh para pembeli. Sifat amanah juga
menjadi perhatian tersendiri dalam perdagangan.®® Dalam QS al-Isra’ ayat 35
Allah Swt berfirman:
Sigb sty e Sl deah andll s s 450145,
Artinya: Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan
timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang utama (bagimu)
dan lebih baik akibatnya. (QS. Al-Isra’ [17]: 35)

Ayat ini menegaskan bahwa kita diperintahkan untuk memperbaiki
takaran dan timbangan dalam kerangka menjaga amanat demi terbinanya
hubungan baik dengan sesama manusia. Bersikap adil dan bertindak jujur
merupakan prasyarat penting seseorang dalam melakukan perdagangan,
selain menjaga hubungan baik dan berlaku ramah tamah kepada mitra dagang
serta para pelanggan. Pedagang yang tidak jujur meskipun mendapatkan
keuntungan yang besar, boleh jadi keuntungan tersebut sifatnya hanya
sementara. Hal ini dikarenakan ketidakjujuran akan menghilangkan
kepercayaan para pelanggan sehingga lama kelamaan akan memundurkan
dan mematikan usahanya.®’

Kejujuran dan keadilan dalam perdagangan merupakan pokok-
pokok ajaran Islam yang sangat utama. Bahkan, semasa pemerintahan Nabi
Muhammad Saw di Madinah telah dilakukan penghapusan dan melarang
praktik perdagangan yang menjurus pada penipuan serta ketidakadilan.
Dalam hal ini, etika perdagangan yang dicontohkan Nabi, yaitu perdagangan
yang jujur dan adil serta tidak disertai unsur riba memegang peranan penting

dalam pelaksanaan pola serta sistem transaksi.

Abdul  Ghofur, Pengantar Ekonomi Syari’ah (Konsep Dasar, Paradigma,
Pengembangan Ekonomi Syari’ah), cet. 2 (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), him. 109.

" Dewan Pengurus Nasional FORDEBI & ADESY, Ekonomi dan Bisnis Islam (Seri
Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam), cet. 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), him. 130.



BAB TIGA
TINJAUAN KONSEP AL-HISBAH TERHADAP
PENGAWASAN DISPERINDAGKOP KOTA LANGSA
TERHADAP TRANSAKSI SWALAYAN

A. Gambaran Umum Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Kota Langsa

Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Langsa atau
yang lebih dikenal dengan sebutan Disperindagkop Kota Langsa merupakan
satuan kerja perangkat yang terbentuk berdasarkan Qanun Kota Langsa
Nomor 04 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor
04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga
Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa. Dinas Perindustrian,
Perdagangan, dan Koperasi Kota Langsa sebagai salah satu SKPD
Pemerintah Kota Langsa mempunyai tugas pokok membantu walikota
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Langsa,
dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota Langsa di bidang
perdagangan dan perindustrian berdasarkan Peraturan Walikota Langsa
Nomor 28 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Struktural
Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah Kota Langsa.

Tugas-tugas, kewenangan dan fungsi yang dimiliki oleh Dinas
Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Langsa sebagaimana yang
disebutkan di atas secara tidak langsung merupakan sistem di bidang
perdagangan dan perindustrian yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kota
Langsa. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Langsa dalam
melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh
sekretaris dinas. Tugas pokok Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan

Koperasi Kota Langsa adalah untuk melaksanakan urusan pemerintahan di
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bidang perdagangan dan perindustrian yang menjadi kewenangan kota dan
tugas pembantuan di bidang perdagangan dan perindustrian. Adapun fungsi
Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Langsa, yaitu:
1. Perumusan kebijakan di bidang perindustrian dan perdagangan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian dan perdagangan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian dan
perdagangan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perindustrian dan
perdagangan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan
tugas dan fungsinya.®®
Struktur organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi
Kota Langsa terdiri atas 5 (lima) bidang, yakni bidang perindustrian, bidang
perdagangan, bidang koperasi dan usaha kecil menengah, bidang
pertambangan dan energi, serta bidang pasar.*® Masing-masing bidang
tersebut dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berkedudukan dibawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara teknis administratif
mendapatkan pembinaan dari Sekretaris Dinas. Selain kelima bidang tersebut
Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Langsa juga memiliki
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Kelompok Jabatan Fungsional.
Stuktur organisasi ini disusun untuk menunjang kinerja pengawasan Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Langsa terhadap urusan di
bidang perindustrian dan perdagangan.
Kepala bidang pengawasan pasar mempunyai tugas pokok

membantu kepala dinas dalam melakukan pelaksanaan dan pengelolaan

®®Disperindag Kota Langsa. Diakses melalui situs: https:/disperindag.langsakota.go.id/
pada tanggal 18 Juni 2022.
%Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Aceh. Diakses melalui situs:

https://jdih.acehprov.go.id/dih/detail/4cbfb3f4-5a74-4237-a693-2c33288e9283 pada tanggal 18
Juni 2022.



https://disperindag.langsakota.go.id/
https://jdih.acehprov.go.id/dih/detail/4cbfb3f4-5a74-4237-a693-2c33288e9283
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pasar. Untuk melaksanakan tugas tersebut, kepala bidang pasar mempunyai
fungsi sebagai berikut :
1. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis fasilitasi pelaksanaan dan
pengelolaan pasar;
2. Pelaksanaan perumusan Kkebijakan teknis pelaksanaan dan
pengelolaan pasar;
3. Pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang
pasar;
4. Pelaksanaan koordinasi dengan instasi dan atau lembaga teknis
lainnya di bidang pelaksanaan dan pengelolaan pasar; dan
5. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun yang menjadi pembahasan pada penulisan skripsi ini, yaitu
lebih memfokuskan pada bidang pengawasan transaksi swalayan karena
berkaitan dengan masalah yang akan di teliti, yaitu megenai rekayasa harga
pada transaksi jual beli di swalayan yang dilakukan secara sepihak ketika
melakukan pembayaran. Maraknya penetapan harga tersebut menjadi fokus
peneliti terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi Kota Lagsa terhadap pengelolaan swalayan.

Dalam kegiatan perdagangan sangat berkaitan langsung dengan
adanya jual beli, dimana dicantumka harga untuk membayar barang yang
diperjualbelikan. Dimanapun letaknya, harga sangat penting untuk memenubhi
kebutuhan sehari-hari, meskipun ukuran harga di setiap daerah berbeda
dengan daerah lainnya. Penetapan harga komoditas tidak bisa sembarangan
ditentukan oleh pelaku usaha dalam menentukan harga jual. Adanya takaran
harga yang pada umumnya ditentukan dengan takaran/timbangan yang
sesuai, dimana takaran/timbangan tersebut berada di bawah pengawasan

peraturan pemerintah daerah.
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Oleh karena itu dibentuk suatu regulasi, yaitu Peraturan Walikota
Langsa Nomor 28 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat
Struktural Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah Kota Langsa, yang dapat menjadi acuan dalam mengawasi
pengelolaan dan pelaksanaan transaksi swalayan agar dapat berjalan sesuai
dengan ketentuan aturan yang berlaku dan juga sebagai payung hukum untuk
melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap konsumen. Dalam hal ini,
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Langsa yang
mempunyai wewenang dalam mengawasi terlaksananya ketentuan yang telah

dimuat berdasarkan pada peraturan tersebut.

B. Bentuk Pengawasan Disperindagkop Terhadap Rekayasa Harga
Swalayan Di Kota Langsa

Pemerintah memegang peranan yang sangat penting dalam
terwujudnya kesejahteraan masyarakat, karena tanggung jawab pemerintah
tidak hanya berkaitan dengan keselamatan, tetapi juga pemerintah harus
mampu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, dan semua itu tidak
lepas dari partisipasi keterlibatan pemerintah untuk memberikan bantuan
kepada mereka yang juga membutuhkan bantuan, termasuk juga dalam
permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dalam hal penetapan
harga. Salah satu cara pemerintah menciptakan kesejahteraan masyarakat
dalam penetapan harga adalah melalui pengawasan.

Pengawasan merupakan salah satu tugas pokok manajemen dalam
konsep manajemen modern, yaitu memastikan segala sesuatunya berjalan
dengan tertib, sesuai dengan jalur yang ditentukan oleh teori yang ada,
dengan landasan yang dapat diandalkan, dan tujuannya untuk menemukan
sisi kelemahan dan kesalahan, serta memperbaiki kesalahan tersebut dan

mencegah hal itu terjadi kembali.



47

Dalam pengertian lain, pengawasan merupakan aktivitas memantau
pekerjaan karyawan untuk menjaga perusahaan agar tetap berjalan kearah
pencapaian tujuan dan membuat koreksi jika dirasa perlu. Pengawasan
terbagi ke dalam dua kategori, yaitu internal dan eksternal. Pengawasan
internal ditujukan untuk memantau kepatuhan masyarakat, sedangkan
pengawasan eksternal ditujukan terhadap instansi atau pejabat pemerintah
untuk mengontrol tanggung jawab manajemen yang diembannya. Perbedaan
dari kedua pengawasan tersebut adalah terletak dari subjek hukumnya, yaitu
pengaawasan internal ditunjukkan kepada orang/perorangan, sedangkan
pengawasan eksternal ditunjukkan kepada lembaga hukum.

Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa ada 3 bentuk pengawasan, yaitu :

1. Pengawasan Umum

Pengawasan umum adalah suatu jenis pengawasan yang
dilakukan oleh pemerintah terhadap segala kegiatan Pemerintah Daerah
untuk menjamin penyelenggaranan Pemerintah Daerah dengan baik.
Pengawasan Umum terhadap Pemerintah Daerah dilakukan oleh Menteri
Dalam Negeri dan Gubernur/Bupati/Walikota madya/Kepala Daerah
sebagai wakil pemerintah di daerah yang bersangkutan.
2. Pengawasan Represif

Pengawasan represif merupakan pengawasan yang dilakukan
setelah pekerjaan atau kegiatan dilaksanakan. Dapat pula dikatakan
bahwa pengawasan represif sebagai salah satu bentuk pengawasan atas
jalannya pemerintahan.”® Pengawasan represif dilakukan setelah suatu
keputusan yang mempunyai akibat hukum.

3. Pengawasan Preventif

"Syjamto, Beberapa Pengantar di Bidang Pengawasan, (Jakarta: Graha Indonesia,
1986), him. 85.
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Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan
sebelum pelaksanaan, yakni pengawasan yang dilakukan terhadap
sesuatu yang bersifat rencana. Pengawasan preventif lebih dimaksudkan
sebagai suatu pengawasan yang dilakukan pada kegiatan sebelum
kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya kegiatan
yang menyimpang.”

Bentuk pengawasan yang menjadi kewenangan Disperindagkop
Kota Langsa dalam mengawasi pelaksanaan dan pengelolaan pasar swalayan
ini menggunakan bentuk pengawasan preventif, dimana pengawasan tersebut
dilakukan dengan adanya penentuan perencanaan, penentuan jabatan,
pelaksanaan pengawasan dan melakukan tindakan atas penyimpangan oleh
pihak yang berwenang. Salah satu bentuk pengawasan terhadap transaksi di
swalayan yang dilakukan oleh Disperindagkop Kota Langsa, yaitu melalui
kebijakan operasi pasar. Seperti yang disampaikan oleh Fauzi selaku seksi
pemeliharaan dan pengawasan perdagangan, menyebutkan bahwa
Disperindagkop mengawasi dan memantau pasar, terutama di pasar induk,
swalayan-swalayan dan pasar-pasar lainnya yang ada di Kota Langsa.
Disamping itu Disperindagkop juga membuat laporan terkait harga-harga
yang ditetapkan di pasar maupun swalayan. Disebutkan juga bahwa
masyarakat Kota Langsa lebih banyak berbelanja di swalayan, dengan alasan
mutu, kualitas, kebersihan dan pelayanan yang disajikan jauh lebih baik
dibandingkan dengan pasar tradisional.”

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Langsa
memiliki wewenang untuk mengawasi pelaksanaan dan pengelolaan
swalayan, baik menyangkut dengan mekanisme pengelolaan swalayan

maupun penetapan harga yang dilakukan oleh manejer swalayan. Pada saat

" bid.

"Wawancara dengan Fauzi, Seksi Pemeliharaan Dan Pengawasan Perdagangan
Disperindagkop Kota Langsa, pada Hari Rabu, 15 Juni 2022 di Kantor Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi Kota Langsa
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melakukan pengawasan tidak adanya kendala atau faktor hambatan yang
membuat Disperindagkop Kota Langsa terhambat dalam melaksanakan
tugasnya seperti yang telah di sebutkan di dalam peraturan perundang-
undangan, dimana pihak manejer swalayan sangat kooperatif dengan maksud
mau bekerja sama dan mau memberikan data yang benar kepada pihak yang
berwenang sehingga pihak yang berwenang yakni Disperindagkop Kota
Langsa, perihal tersebut dikarenakan pihak manejer swalayan tidak berani
untuk memberikan data-data yang tidak benar pada saat proses pengawasan
dilakukan.”

Disperindagkop tidak memiliki wewenang untuk menetapkan harga,
karena pengaturan harga sepanjang ini masih tergantung pada pengaturan
harga di pasaran tanpa terdapat intervensi secara langsung oleh pemerintah,
akan tetapi Disperindagkop hanya melakukan sidak, pengawasan dan
pembinaan supaya para pelaku usaha tidak seenaknya dalam menetapkan
harga meskipun pemerintah daerah tidak mempunyai wewenang memberikan
harga.”

Adapun pengawasan yang dilakukan oleh pihak Disperindakop Kota
Langsa terhadap transaksi swalayan yang berkaitan dengan rekayasa harga,
yaitu dengan melakukan operasi pasar, yaitu melakukan pengawasan
terhadap penetapan harga dan pengelolaan swalayan. Operasi pasar tersebut
tidak terjadwal dilakukan, hanya dilakukan setiap tahunnya bisa 4 (empat)
kali sesuai dengan perintah atasan. Namun hal tersebut tidak efektif jika
dilakukan hanya beberapa kali saja dalam setahun, seharusnya pihak

Disperindakop Kota Langsa melakukan pengawasan secara berkala dan

"Wawancara dengan Dewi Ekawati, Kepala Bidang Perdagangan Disperindagkop
Kota Langsa, pada Hari Kamis, 16 Juni 2022 di Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Koperasi Kota Langsa.

"Wawancara dengan Risnia Khairani, Sekretaris Disperindagkop Kota Langsa, pada
Hari Senin, 20 Juni 2022 di Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Langsa
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terjadwal terhadap transaksi swalayan, sehingga dengan begitu dapat
mengurangi tingkat kecurangan yang dilakukan pada saat transaksi jual beli
di swalayan. Disamping itu juga dengan diberlakukannya hal tersebut dapat
mengurangi adanya kecurangan yang dilakukan oleh pemilik usaha terhadap
penetapan harga yang termasuk juga di dalamnya rekayasa harga tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Elly Yuliani, yang merupakan
pemilik swalayan sekaligus manejer swalayan mengatakan bahwa terkait
dengan penetapan harga yang berlaku tujuanya yaitu untuk memposisikan
diri sebagai produsen pertama bagi konsumen yang berbelanja di swalayan,
karena beberapa dari konsumen menjual kembali produk-produk yang telah
dibelinya, di sisi lain pemerintah juga membatasi peredaran harga di
masyarakat supaya harga yang ditetapkan tidak melebihi ketentuan harga
umum yang beredar di masyarakat. Dan dalam penerapan harga seperti itu
diharapkan dapat menarik daya beli konsumen karena memberikan kesan
harga yang murah, yaitu harga yang tertera pada label sedikit lebih rendah
dari harga jual, dan di samping itu juga tidak semua konsumen
memperhatikan detail harga yang di terapkan tersebut.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Abdurrahman
sebagai salah satu menejer swalayan menyatakan bahwa penerapan harga
tersebut telah menjadi ketentuan yang ditetapkan oleh swalayan dan salah
satu langkah strategis swalayan dalam mempromosikan produk-produk yang
di jual.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa penetapan
harga yang tidak sesuai dengan label atau disebut sebagai rekayasa harga
merupakan salah satu strategi yang dilakukan menejer swalayan dalam
mempromosikan produk-produk yang dijual, dengan begitu konsumen lebih
tertarik berbelanja di swalayan tersebut karena menawarkan harga yang jauh

lebih murah dibandingkan dengan pasar tradisional lainnya. Namun di
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samping itu, hal tersebut tidak memperhatikan prasyarat penting seseorang
dalam melakukan perdagangan, yaitu bersikap adil dan bertindak jujur.
Pemerintah adalah pemilik hak untuk melakukan intervensi dalam
berbagai aktivitas perekonomian, baik itu berupa pengawasan, pengaturan,
maupun dalam bentuk kebijakan yang dilaksanakan dalam kegiatan ekonomi
yang tidak mampu ditanggung oleh masyarakat. Tujuan dari operasi pasar
tersebut ialah untuk menstabilkan harga yang tidak sesuai dengan harga
edaran pada umumnya dan juga untuk mengendalikan pengelolaan swalayan
yang berlaku curang dalam transaksi jual beli. Setelah melakukan
pengawasan Disperindagkop Kota Langsa banyak menemui adanya
pelanggaran-pelanggaran atau kecurangan dari segi penetapan harga yang
dilakukan oleh pelaku usaha. Pelanggaran yang ditemui langsung dilakukan
tindakan yang lebih mengarah kepada edukasi dan teguran, seperti
melakukan pembinaan kepada pelaku usaha serta memberikan arahan agar
mengikuti aturan yang telah di tetapkan. Sebagaimana yang disampaikan oleh
seksi pengawasan, perlindungan konsumen, barang dan jasa, menyatakan
bahwa ketika ada pelaku usaha yang melakukan kecurangan/melanggar
aturan dan mencari keuntungan yang tinggi pihak Disperindagkop akan
melakukan tindakan tegas berupa teguran dan sosialisasi, namun apabila telah
diberi peringatan sebanyak 3 kali dan masih terdapat kecurangan maka pihak
Disperindagkop Kota Langsa akan melakukan penyitaan barang yang akan
dilakukan oleh pihak yang berwajib, yaitu pihak kepolisian, tetapi terkadang
pihak Disperindagkop Kota Langsa juga menyampaikan ancaman atas
perbuatan yang dilakukan seperti mendapatkan hukuman atau denda atas
pelanggaran yang dilakukan. Dan pada saat melakukan pengawasan secara
langsung tersebut pihak Disperindagkop Kota Langsa bekerja sama atau
melakukan pengawasan gabungan bersama dengan pihak kepolisian, Dinas
Kesehatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja. Gabungan dari pengawasan

tersebut tidak hanya melakukan pengawasan dalam penetapan harga saja,
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namun juga melakukan pengawasan terhadap produk-produk yang dijual
apakah produk tersebut sudah melebihi batas expiyed dan juga apakah
produk yang dijual tersebut sudah tertera label kehalalan dan BPOM nya’

Dalam aktivitas perdagangan, setiap orang sangat berambisi untuk
mendapatkan keuntungan yang banyak, sehingga terkadang penipuan
dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang banyak, tetapi hal tersebut
tidak mendatangkan keuntungan, namun menimbulkan masalah ekonomi
karena merugikan banyak orang. Operasi pasar ini dinilai Disperindagkop
sebagai salah satu solusi yang bisa menekan adanya rekayasa harga. Dari
penjelasan di atas terlihat bahwa intervensi pemerintah daerah adalah untuk
melindungi kepentingan masyarakat luas. Karena terpantau dan di awasi
setiap saat, sehingga adanya rekayasa harga tentu langsung diketahui dan
memang diharapkan bisa digunakan untuk pencegahannya. Operasi pasar ini
adalah sarana untuk menstabilkan harga yang ditetapkan secara sewenang-
wenang. Jika operasi pasar belum berdampak terhadap rekayasa harga, maka
operasi pasar tersebut akan terus berlanjut sesuai dengan rencana agar
masyarakat luas di Kota Langsa dapat mengakses operasi pasar tersebut.

Disperindagkop Kota Langsa dalam perihal ini merupakan salah satu
lembaga al-Hisbah yang berfungsi mengawasi pengelolaan pasar. Bentuk
pengawasan yang dilakukan oleh Disperindagkop Kota Langsa termasuk
dalam pengawasan preventif, karena Disperindagkop Kota Langsa sebelum
melakukan pengawasan membuat suatu rancangan rencana kegiatan yang
ingin dilakukan agar nantinya tidak terjadi berbagai bentuk penyimpangan-
penyimpangan pada saat berlangsungnya pengawasan tersebut.

Dalam Kkaitannya terhadap rekayasa harga yang dilakukan oleh

manejer swalayan, Disperindagkop Kota Langsa melakukan pengawasan

"Wawancara dengan Ferawati, Seksi Pengawasan, Perlindungan Konsumen, Barang
dan Jasa Disperindagkop Kota Langsa, pada Hari Rabu, 22 Juni 2022 di Kantor Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Langsa.
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secara preventif terhadap pelaksanaan operasionalnya. Pengawasan ini dapat
dilakukan dan diterapkan pada pengelolaan rekayasa harga karena pihak
swalayan menyetujui peraturan tersebut walaupun masih ada beberapa
swalayan yang masih berlaku curang terhadap rekayasa harga setelah
dilakukannya pengawasan tersebut, namun di sisi lain pihak Disperindagkop
bisa memberikan sanksi yang tegas terhadap swalayan yang masih berlaku
curang karena hal tersebut termasuk salah satu dari kewenangan mereka
selain dari memberikan pembinaan dan peringatan saja.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa
pengawasan yang dilakukan oleh Disperindagkop Kota Langsa berjalan
sesuai dengan Peraturan Walikota Langsa Nomor 28 Tahun 2015 tentang
Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Struktural Pada Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, karena sudah ada
pengawasan yang berhasil dilakukan oleh pihak Disperindagkop Kota Langsa
selama beroperasinya transaksi jual beli di swalayan Kota Langsa. Dan
Disperindagkop Kota Langsa terus melakukan pengawasan secara maksimal
agar tidak adanya segala bentuk kecurangan yang terjadi pada saat transaksi

jual beli di swalayan.

C. Dampak Pengawasan Rekayasa Harga Terhadap Konsumen dan
Manajer Swalayan Oleh Disperindagkop Kota Langsa

Pengawasan pasar atau swalayan oleh Menteri Perdagangan
dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah Kota Langsa melalui Walikota untuk
mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan di wilayahnya. Tanggung
jawab pengawasan pasar menjadi tanggung jawab Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi Kota Langsa. Tujuan dari pengawasan pasar oleh
Disperindagkop Kota Langsa didasarkan pada Undang-undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu pada Pasal 2 tentang

Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan,
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keselamatan dan keamanan konsumen, serta kepastian hukum. Untuk
mewujudkan perlindungan konsumen maka harus ada sistem pengawasan,
sehingga dapat terciptanya pasar yang adil, transparan dan bebas dari
berbagai bentuk penyimpangan ataupun kecurangan.

Adanya rekayasa harga disaat transaksi sudah menjadi hal yang
sangat lumrah di masyarakat. Hal ini juga disebabkan karena rendahnya
kesadaran dan pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen terhadap berbagai
bentuk kecurangan yang dilakukan oleh pemilik usaha dalam transaksi jual
beli, sehingga hal tersebut dapat merugikan konsumen dan pemilik usaha
dapat memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan berbagai cara
bentuk penjualan yang ia lakukan tanpa memperhatikan etika dan norma
yang harus dipatuhi. Oleh karena itu, Pengawasan perdagangan khususnya
dalam hal transaksi salah satunya, yaitu melakukan rekayasa harga barang
yang dijual sangat diperlukan dalam sektor perdagangan kebutuhan barang
pokok karena hal ini akan berdampak langsung terhadap masyarakat.
Rekayasa harga tersebut dilakukan secara sepihak oleh pemilik usaha pada
saat konsumen membayarkan produk yang ia beli kepada kasir. Rekayasa
harga yang dilakukan disint, yaitu menjual produk yang tidak sesuai dengan
label harga yang tercantum pada masing-masing produk atau menawarkan
harga yang lebih murah dari harga jualnya, perihal ini dilakukan oleh pelaku
usaha hanyalah sebagai media penarik konsumen sebagai keadaan yang
memanipulasi konsumen supaya lebih tertarik membeli di swalayan tersebut
karena adanya perbedaan selisih harga. Dengan begitu pengawasan bertujuan
untuk mewujudkan perlindungan konsumen terhadap perbuatan yang dapat
merugikan konsumen, serta menjamin terwujudnya keadilan konsumen atas
barang dan jasa yang dihasilkan.

Adanya rekayasa tersebut membuat pemerintah daerah memiliki
regulasi untuk melakukan intervensi dalam pengendalian terhadap penetapan

harga produk-produk yang di jual di swalayan yang dianggap mempengaruhi
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kesejahteraan ekonomi maupun masyarakat di daerah tersebut. Kebijakan
yang dilakukan tersebut bukan hanya sebagai upaya pengendalian harga
tetapi juga berpihakan pemerintah kepada masyarakat luas. Selain itu
kebijakan tersebut dilakukan dalam menciptakan keadilan ekonomi di tingat
produsen maupun konsumen. Penetapan harga oleh pemerintah (intervensi)
harus menunjukkan dua fungsi dasar pengawasan yaitu:

1. Fungsi ekonomi yang dapat berhubungan dengan peningkatan
produktivitas dan peningkatan pendapatan masyarakat.

2. Fungsi moral dalam menegakkan nila-nilai syariat Islam, khususnya
yang berkaitan dengan transaksi ekonomi, misalnya kejujuran,
keadilan dan kemanfaatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan seksi pemeliharaan dan
pengawasan perdagangan bahwasanya ketika terjadi rekayasa harga di
swalayan, maka Disperindagkop Kota Langsa melakukan intervensi dengan
cara melakukan kebijakan operasi pasar untuk mengurangi dan mengatasi
kecurangan terhadap rekayasa harga yang dilakukan oleh manejer swalayan.
Walaupun masih terdapat beberapa manejer swalayan yang tidak mengikuti
aturan, akan tetapi Disperindagkop Kota Langsa terus berusaha melakukan
pengawasan secara maksimal dan memberikan arahan yang terbaik kepada
manajer swalayan dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Tujuan dari adanya operasi pasar tersebut merupakan implementasi
dari pengawasan, sehingga dampak yang diberikan dari pengawasan tersebut
bernilai manfaat untuk masyarakat luas terutama bagi konsumen maupun
pelaku usaha. Kecurangan dalam rekayasa harga yang sering dilakukan oleh
manejer swalayan setelah dilakukannya operasi pasar (pengendalian harga)
menjadi berkurang dan dapat diatasi serta pihak manejer swalayan juga
mematuhi aturan yang telah dibuat. Dengan demikian pengawasan yang
dilakukan oleh Disperindagkop melalui kebijakan operasi pasar tersebut

sangat berdampak baik bagi pelaku usaha khususnya manejer swalayan, hal
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ini bisa mengurangi tingkat kecurangan terhadap rekayasa harga yang
dilakukan oleh manejer swalayan, sehingga produk-produk yang dijual sesuai
dengan harga yang tertera di label. Apabila kebijakan ini tidak di laksanakan
oleh Disperindagkop maka akan menimbulkan ketidakadilan di masyarakat
luas terutama bagi konsumen yang berbelanja di swalayan tersebut.

Selain dengan melakukan pengawasan terhadap pihak pelaku usaha
Disperindagkop Kota Langsa juga melakukan pengawasan kepada konsumen
dengan cara melakukan sosialisasi kepada konsumen, agar menjadi
konsumen yang cerdas. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat mengawasi
dirinya sendiri dari para pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Seperti
yang disampaikan oleh Ferawati selaku seksi pengawasan, perlindungan
konsumen, barang dan jasa, menyatakan bahwa pihak Disperindagkop Kota
Langsa juga memberikan sosialisasi kepada konsumen, agar konsumen
tersebut menjadi konsumen yang cerdas pada saat melakukan transaksi jual
beli di pasar ataupun swalayan, hal ini dilakukan agar pihak konsumen tidak
dirugikan oleh pelaku usaha tersebut. Dimana bentuk sosialisasi yang
dilakukan oleh pihak Disperindagkop Kota Langsa terhadap konsumen, yaitu
melakukan sosialisasi dalam bentuk penyiaran himbauan melalui radio.”

Dengan adanya pengawasan tersebut sangat berdampak baik kepada
konsumen agar para konsumen dapat lebih selektif dalam melakukan
transaksi  ketika berbelanja di swalayan dan lebih cerdas lagi dalam
memperhatikan secara detail terkait adanya kecurangan dalam penetapan
harga yang dilakukan oleh pihak manejer swalayan, agar hal tersebut tidak
membuat konsumen dirugikan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa

pengawasan yang dilakukan oleh Disperindagkop Kota Langsa memiliki

"®Wawancara dengan Ferawati, Seksi Pengawasan, Perlindungan Konsumen, Barang
Dan Jasa Disperindagkop Kota Langsa, pada Hari Rabu, 22 Juni 2022 di Kantor Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Langsa.
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dampak yang baik terhadap pihak pelaku usaha maupun kosumen, hal ini
dapat dilihat bahwa pelaku usaha yang tidak mengikuti aturan sudah mulai
mengikuti aturan-aturan yang ada, dan kecurangan dalam rekayasa harga
mulai menurun, serta konsumen lebih selektif dalam melakukan transaksasi
di swalayan-swalayan khususnya terhadap kecurangan dalam rekayasa harga.
Di samping itu, kecurangan dalam rekayasa harga dapat di atasi oleh
Disperindagkop Kota Langsa dalam melakukan operasi pasar dan juga
membuktikan bahwa Disperindagkop Kota Langsa juga berhasil dalam
menangani permasalahan mengenai rekayasa harga yang dilakukan oleh

beberapa manejer swalayan yang ada di Kota Langsa.

D. Analisis Al-Hisbah Terhadap Pengawasan Disperindagkop Kota
Langsa Terhadap Transaksi Swalayan

Dalam ekonomi Islam, keberadaan lembaga pengawasan sudah ada
sejak Rasulullah Saw, yang dikenal dengan sebutan al-Hisbak. Sebagaimana
telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa al-Hisbah adalah suatu
lembaga yang fungsi utamanya adalah mengajak masyarakat untuk berbuat
kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Al-Hisbah juga merupakan institusi
keagamaan yang sangat penting dalam lintasan sejarah ekonomi Islam.
Dalam sejarah tradisi al-Hisbah diletakkan langsung fondasinya oleh
Rasulullah Saw dan pada saat itu juga beliau menerapkan ataupun
mempraktikkan secara langsung, dan pada saat itu belum terdapatnya
lembaga khusus untuk al-Hisba/s. Rasulullah sendiri sangat aktif dalam
melaksanakan pengawasan, sehingga beliau langsung menegur orang-orang
yang melaksanakan bentuk penyimpangan ataupun kesalahan dalam aktivitas
transaksi jual beli. Setiap pelanggaran yang tampak olehnya langsung
mendapat teguran disertai nasihat untuk memperbaikinya. Pada masa
Rasulullah melakukan pengawasan, kata al-Hisbaz hanya diterapkan pada

pengawasan pasar. Namun demikian, wilayah fungsi kontrol ini tidak sebatas
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bidang agama dan moral saja. Akan tetapi, menurut Muhammad al-Mubarak
yang berpendapat bahwa fungsi Hisbah meliputi pengawasan pada bidang
ekonomi dan secara umum berhubungan dengan kehidupan kolektif dan
publik untuk mencapai keadilan dan kebenaran menurut prinsip Islam yang
dikembangkan menjadi kebiasaan umum pada satu waktu dan tempat. *’

Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Disperindagkop
Kota Langsa terhadap pengoperasian transaksi walayan, yaitu melakukan
sistem operasi pasar yang meliputi pengawasan terhadap penetapan harga dan
pengelolaan swalayan, dimana pengawasan ini bertujuan untuk menjaga
keadilan serta keamanan pihak konsumen dari kecurangan yang dilakukan
pelaku usaha demi mendapat keuntungan yang besar. Dalam hal ini,
Pemerintah Kota Langsa sangat antusias melakukan operasi pasar terhadap
swalayan-swalayan yang ada di Kota Langsa, sehingga walikota membentuk
beberapa bidang pengawasan terhadap pasar ataupun swalayan.

Dalam menjalankan = pengawasan transaksi swalayan ini,
Disperindagkop Kota Langsa menggunakan konsep al-Hisbak. Al-Hisbak
ialah institusi keagamaan yang memiliki fungsi sebagai lembaga pengawasan
dalam berbagai aktivitas ekonomi yang diberlakukan oleh pemerintah dengan
berasaskan hukum Islam untuk menjaga lingkungan masyarakat dari
kerusakan, dan memastikan kesejahteraan masyarakat baik dalam hal
keagamaan ataupun tingkah laku sehari-hari sesuai dengan hukum Allah Swt.
Pemerintah Kota Langsa sudah membuat pengawasan dengan membentuk
lembaga seperti Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi yang bisa
melindungi masyarakat dari perbuatan menyimpang dalam bidang
pengawasan pasar. Walaupun dalam bidang ini masih ada beberapa manejer
swalayan yang melanggar atau berlaku curang dalam penetapan harga
terhadap produk-produk yang di jual setelah pengawasan tersebut selesai

""Muhammad Djakfar, Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan
Nasional Dewan Syariah, (Malang: UIN Press, 2009), him. 409.
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dilaksanakan. Padahal Disperindagkop Kota Langsa sudah melaksanakan
pengawasan semaksimal mungkin, dengan membagi kewenangan

pengawasan dalam beberapa bidang tertentu. Rasulullah Saw bersabda:
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Artinya: Dari Abu Sa’id Al-Khudrira. la berkata: Aku mendengar

Rasulullah Saw., bersabda: Barangsiapa dari kalian melihat

kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah

dengan lisannya. Jika tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya, dan itu
merupakan selemah-lemahnya iman. (HR. Muslim, 40)"®

Berdasarkan pada hadits di atas, disebutkan bahwa setiap orang
berhak untuk menghindari kemungkaran yang terjadi. Dalam permasalahan
ini kemungkaran ini wajib dicegah sebab bisa merugikan pihak lain, yakni
pihak yang berbelanja di swalayan. Al-Hisbah dalam perihal ini dijalankan
oleh Disperindagkop Kota Langsa memiliki fungsi untuk menghimbau
supaya masyarakat melaksanakan kebaikan serta menghindari kemungkaran.
Sebab dalam hadits tersebut sangat jelas disebutkan bahwa kemungkaran
wajib dicegah demi menjaga keselamatan dan kesejahteraan orang lain.
Apabila kemungkaran tersebut tidak dicegah akan terjadinya hal-hal yang
tidak diinginkan. Dalam perihal ini Disperindagkop Kota Langsa merupakan
suatu lembaga yang bertugas untuk mengawasi jalannya pengelolaan
transaksi swalayan.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa konsep al-
Hisba/ tersebut tidak dapat terpisah dari suatu organisasi baik pemerintahan
maupun kelompok swasta, dikarenakan al-Hisbaz dapat mencegah suatu
perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan Allah maupun peraturan dari

manusia itu sendriri, yang bisa membuat kerugian ataupun kerusakan untuk

®Syaikh Salim Bin ‘led al-Hilali, Syarah Riyadhus Shalihin Jilid 1, Terjemahan,
(Jakarta: Pustaka Imam Syafi’l, 2012), him. 445.
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dirinya ataupun orang lain. Begitu juga dalam melakukan penetapan harga,
konsep al-Hisbas sangat penting diimplementasikan oleh Disperindagkop
Kota Langsa. Dengan adanya konsep al-Hisbak, Disperindagkop Kota
Langsa dapat mengetahui swalayan mana saja yang melakukan
penyimpangan yang dapat menimbulkan kerugian dan ketidakadilan kepada
konsumen. Selain itu, dapat juga memberikan keamanan dan kesejahteraan
bagi konsumen dari hal-hal yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun
bagi orang lain

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peraturan tentang
pengawasan terhadap transaksi swalayan yang telah dikeluarkan oleh
Disperindagkop Kota Langsa sudah sesuai dengan ketentuan konsep al-
Hisbah. Artinya, Disperindagkop Kota Langsa telah menerapkan pengawasan
kepada masyarakat secara maksimal dan menyeluruh dengan terdapatnya
instansi yang hendak mengawasi swalayan-swalayan yang melakukan
rekayasa harga. Karena bagi pihak pelaku usaha yang melakukan
penyimpangan ataupun melanggar peraturan tersebut akan diberikan
peringatan sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah dalam
mengawasi pasar pada masa dahulu. Begitu juga yang akan dilakukan oleh
pihak Disperindagkop Kota Langsa dalam mengawasi transaksi jual beli di
swalayan-swalayan. Disperindagkop Kota Langsa telah mengatur peraturan
yang tegas dalam pengawasan transaksi swalayan, bagi yang melakukan
penyimpangan ataupun melanggar aturan akan diberikan peringatan dan
pembinaan, serta selanjutnya akan dilakukan penyitaan barang oleh pihak
yang memiliki wewenang untuk menyita barang tersebut apabila peringatan
itu sudah dilakukan sebanyak 3 kali tetapi pihak swalayan tetap melanggar

aturan tersebut.



BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab

sebelumnya, maka penulis menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut :

1.

Bentuk pengawasan dari kewenangan Disperindagkop Kota Langsa
dalam mengawasi transaksi swalayan-swalayan di Kota Langsa
tergolong ke dalam pengawasan preventif, karena sebelum
melakukan pengawasan Disperindagkop Kota Langsa membuat
rancangan rencana terhadap suatu kegiatan yang ingin dilakukan
agar nantinya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan pada saat
berlangsungnya pengawasan tersebut. Adapun bentuk pengawasan
yang di lakukan Disperindagkop Kota Langsa terhadap rekayasa
harga di swalayan, yaitu dengan cara melakukan kebijakan operasi
pasar, yang meliputi pengawasan terhadap penetapan harga dan
pengelolaan swalayan, bentuk pengawasan tersebut dilakukan untuk
menjaga keadilan dan kesejahteraan konsumen, yakni pihak yang
melakukan transaksi jual beli di swalayan-swalayan Kota Langsa.

Setiap kebijakan yang telah ditetapkan akan memiliki pengaruh
terhadap di sekitarnya dan memberikan dampak, baik itu dampak
positif maupun dampak negatif. Oleh karena itu, kita harus
menerima dampak tersebut dari kebijakan yang telah ditetapkan.
Pengawasan melalui operasi pasar yang dilakukan oleh pihak
Disperindagkop Kota Langsa memberikan dampak positif bagi
konsumen, yaitu konsumen menjadi lebih teliti lagi terkait adanya
kecurangan dalam penetapan harga yang dilakukan oleh pihak
manejer swalayan ketika melakukan transaksi jual beli dan bagi

manejer swalayan yang tidak mengikuti aturan sudah mulai
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mengikuti aturan yang ada serta harga produk yang dijual menjadi
sesuai dengan yang tertera di label harga.

3. Jika ditinjau berdasarkan konsep al-Hisbah bahwasanya
Disperindagkop Kota Langsa sebagai salah satu lembaga al-Hisbah
telah menerapkan pengawasan secara maksimal dan keseluruhan
terhadap transaksi swalayan di Kota Langsa. Peraturan tentang
pengawasan yang telah dikeluarkan Disperindagkop Kota Langsa
telah sesuai dengan konsep al-Hisbah. Artinya Disperindagkop Kota
Langsa telah menerapkan pengawasan kepada manejer swalayan
dengan adanya pembagian bidang yang akan mengawasi swalayan
yang melakukan kecurangan dan bagi yang melanggar akan

diberikan teguran, peringatan serta sanksi yang tegas.

B. Saran
Adapun yang menjadi saran dalam penulisan skripsi ini adalah

sebagai berikut :

1. Untuk pemerintah sebagai pemegang wewenang, hendaknya lebih
sanggup menanggulangi permasalahan-permasalahan yang sedang
berlangsung, dalam melakukan intervensi pemerintah selaku penentu
kebijakan wajib berorientasi pada pembentukan masyarakat yang
ideal, yaitu adil serta makmur, dan lebih memperkuat hukum kepada
masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam menetapkan harga.

2. Untuk manajer swalayan supaya mengikuti aturan-aturan yang sudah
dibuat oleh pemerintah, menaati serta takluk kepada aturan yang
sudah ditetapkan oleh perundang-undangan. Apabila manajer
swalayan tidak mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh
Pemerintah, Pemerintah dapat langsung melakukan penyuluhan dan
pembinaan, agar manajer swalayan dapat bisa lebih mengikuti

peraturan yang sudah dibuat oleh Pemerintah.
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Daftar Pertanyaan :

1. Bagaimana sejarah berdirinya Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

Kota Langsa ?
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Bagaimana struktur organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi
Kota Langsa ?

Bagaimana sistem pengawasan transaksi swalayan terhadap rekayasa harga ?
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ketentuan lain?

Apakah ketidaksesuaian harga yang di cantumkan pada label dengan harga yang
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Sudah berapa lama diterapkannya ketidaksesuaian harga pada transaksi jual beli
di swalayan yang bapak/ibu kelola?

Apakah dari penerapan ketidaksesuaian harga tersebut bapak/ibu mendapatkan
keuntungan yang lebih besar dari biasanya?

Apakah ada konsumen yang mengadu atas harga yang dibayarkan tidak sesuai

dengan yang tertera di label?
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